
  

BUPATI BOALEMO 

PROVINSI GORONTALO 
  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR IS TAHUN 2017 

TENTANG 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Menimbang : 

DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pemilik 

Bangunan Gedung wajib memperoleh IMB sebelum melakukan 

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan 

dokumen rencana teknis yang telah disahkan, 

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, 

Pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung Wajib Memperoleh SLF 

Sebelum Pemanfaatan Bangunan Gedung, 

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dalam 

rangka penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung 

untuk kepentingan umum perlu mendapatkan pertimbangan 

teknis dari TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung), 

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah 

Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk 

keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib 

administrasi pemanfaatan bangunan gedung,



e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), 

Pasal 111 ayat (3), Pasal125 ayat (3), Pasal 145, Pasal 164 

ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 

2014 Tentang Bangunan Gedung perlu disusun peraturan 

yang lebih rinci, 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan 

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat 

Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan 

Bangunan Gedung, 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

& ' Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M 12007 

tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan 'YUmum No. 26/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung,



    

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

Gedung, 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan 

Bangunan, 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Nomor 295), 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KETENTUAN 

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN 

GEDUNG DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo 

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan Perangkat Daerah sebagai 

) unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Boalemo 

4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 

perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan gedung 

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis yang berlaku. 

5. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikasi 

yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik secara administrasi 

maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan. 

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai 

l



  

10. 

11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan 

khusus. 

Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) adalah informasi tentang 

persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Boalemo pada lokasi tertentu. 

Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau 

perkumpulan yang mengajukan permohonan izin. 

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim 

yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan 

Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian 

dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk 

memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 

Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara 

kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung 

Tertentu tersebut. 

Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang 

mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan 

gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan 

proses ijin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi 

bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan 

dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada. 

Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter 

sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. 

Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan 

karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi 

tidak sederhana. 
i 

Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki 

penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. 

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang 

fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi 

usaha, maupun sosial dan budaya. 

Badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang 

selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo. f



17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan 

Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo atau 

sebutan lain SKPD yang membidangi urusan bangunan gedung di 

Kabupaten Boalemo. 

Perangkat Daerah Dan Bangunan Gedung 

Pasal 2 

1) Bupati menetapkan BPM-PTSP Kabupaten Boalemo dan Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan 

Kabupaten Boalemo sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung. 

2) BPM-PTSP kabupaten Boalemo dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo 

mendapat tugas dan wewenang tertentu dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung. 

Tugas BPM-PTSP dan 

Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman, 

Perhubungan dan 

Pertanahan 

  

Pasal 3 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung BPM-PTSP memiliki tugas: 

a. menetapkan format formulir permohonan dan dokumen IMB, 

b. menyampaikan informasi persyaratan permohonan IMB kepada pemohon, 

c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan 

permohonan IMB, 

d. menolak permohonan IMB yang belum memenuhi kelengkapan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dan 

e. menyampaikan hasil perhitungan nilai retribusi IMB kepada 

pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 

mengesahkan dokumen rencana teknis. 

menerbitkan dokumen IMB: dan 

t
a
 

menyerahkan dokumen IMB kepada pemohon. 

y
a
 

. menyelenggarakan pendataan bangunan gedung . |



    

Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

| Perhubugan dan Pertanahan 

Pasal 4 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memiliki 

tugas: 

a. Melakukan penilaian terhadap dokumen rencana teknis pada 

permohonan IMB, 

b. Memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang 

telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung pada permohonan 

IMB, 

Cc. Membentuk Tim Pengkaji Teknis, 

Melakukan pengkajian teknis terhadap bangunan gedung yang sudah 

berdiri dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsinya, 

e.  Menerbitkan SLF, 

f. Menyelenggarakan pendataan bangunan gedung, dan 

g. Melakukan pengawasan pembangunan bangunan gedung. 

BAB II 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB 

Umum 

Pasal 5 

Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus 

mendapatkan IMB dari Bupati, dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan pada 

Kepala BPM-PTSP. 

Klasifikasi Bangunan Gedung untuk 

Penyelenggaraan IMB 

Pasal 6 

1) Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB meliputi: 

a. bangunan gedung sederhana, 

sb. bangunan gedung tidak sederhana, dan



    

c. bangunan gedung khusus. 

2) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai, 

b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, 

3) Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

(1) 

1) 

2) 

4) 

a. Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, 

dan 

b. Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 

Tahapan Penyelenggaraan IMB 

Umum 

Pasal 7 

Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi: 

a. Proses prapermohonan IMB 

b. Proses permohonan IMB 

c. Proses penerbitan IMB, dan 

d. Pelayanan administrasi IMB. 

Proses Prapermohonan IMB 

Pasal 8 

Sebelum mengajukan permohonan IMB, Pemohon harus mendapatkan 

surat KRK dari Bupati. 

KRK dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan KRK kepada 

Bupati melalui Kepala BPM-PTSP. 

Pemohon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan 

dalam KRK 

Untuk pembangunan bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam 

penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum,



  

6) 

7) 

(4) 

(2) 

(4) 

(S) 

pemohon harus memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari instansi 

terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang 

dimaksud. 

Prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) antara lain: 

a. Jalan, 

b. Jalur penerbangan atau Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan 

(KKOP), 

c. Telekomunikasi, 

d. Jalur pipa gas, 

e. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) atau saluran udara ekstra tinggi 

(SUTET), dan/atau 

f. Pertahanan dan keamanan 

Ketentuan ayat 1, 2, dan 3 diberlakukan bagi klasifikasi bangunan gedung 

tidak sederhana dan bangunan gedung khusus. 

Proses Permohonan IMB 

Pasal 9 

Pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala 

BPM-PTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis. 

Petugas loket BPM-PTSP harus melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis secara cermat 

sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. 

Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis 

telah lengkap, petugas loket BPM-PTSP harus memberikan tanda terima 

dokumen permohonan IMB kepada pemohon. 

Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis 

tidak lengkap, dokumen permohonan IMB akan dikembalikan kepada 

pemohon dengan dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 

Format surat pemberitahuan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) sesuai dengan Format huruf L yang tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



    

Proses Penerbitan IMB 

Pasal 10 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan penilaian dokumen rencana teknis dengan mengikuti 

persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan 

perundang-Undangan. 

Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 

dan bangunan gedung khusus, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 

Permukiman Perhubungan dan Pertanahan harus mendapatkan 

pertimbangan teknis dari TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung). 

Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

bangunan gedung, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 

Perhubungan dan Pertanahan mengembalikan dokumen permohonan IMB 

kepada pemohon melalui BPM-PTSP. 

Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilengkapi keterangan perbaikan gambar dan surat pemberitahuan hasil 

penilaian dokumen rencana teknis 

Petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis membuat 

persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi 

persyaratan teknis bangunan gedung 

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

1. Paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis, dan 

2. Surat persetujuan dokumen rencana teknis. 

BPM-PTSP melakukan penghitungan dan penetapan nilai retribusi IMB atas 

dokumen rencana teknis yang telah disetujui. 

. BPM-PTSP menyampaikan hasil perhitungan nilai retribusi IMB kepada 

pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 

BPM-PTSP mengesahkan dokumen rencana teknis setelah menerima 

bukti pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) dari pemohon 

BPM-PTSP memberikan dokumen IMB kepada pemohon berupa: 

a. Surat Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala BPM-PTSP, 

dan 

b. Dokumen rencana teknis yang telah ditandatangani dan dicap oleh 

pejabat BPM-PTSP yang berwenang.



Pelayanan Administrasi IMB 

| Pasal 11 

(1) Pelayanan administrasi IMB dilakukan di kantor BPM-PTSP 

(2) Pelayanan administrasi IMB meliputi: 

a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai 

pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan 

surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang, 

b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan 

dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, 

atas permohonan yang bersangkutan, dan 

e —.C. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan 

& belum memiliki IMB. 

Jangka waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB 

Pasal 12 

(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak 

pengajuan permohonan IMB meliputi: 

a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 5 (lima) 

hari kerja 

b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 6 (enam) 

  

hari kerja, 

c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan 

umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, 

d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan 

bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 

(delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja, 

e. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan 

bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) 

lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan 

fl IMB Pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk 

kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan 

| belas) hari kerja. 

(2) Permohonan IMB yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 

dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan | 

Bupati ini. (



(3) Dalam hal permohonan IMB dikembalikan ke pemohon, jangka waktu 

proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung kembali dari awal. 

Pengawasan dan Penertiban 

Pasal 13 

(1) Konstruksi bangunan gedung dapat dimulai oleh Pemohon setelah IMB 

diterbitkan oleh BPM-PTSP. 

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemantauan pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung 

(3) Pemantauan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 

Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan. 

  

(4) Pemerintah kabupaten menertibkan bangunan gedung yang tidak sesuai 

dengan IMB. 

(5) Penertiban bangunan gedung yang tidak sesuai dengan IMB dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan 

gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangunan 

gedung dan lingkungan. 

(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

  

ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) 
(3) Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum sementara 

apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung. 

BAB III 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF 

Pasal 15 

(1) Setiap bangunan gedung wajib memiliki SLF 

(2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF untuk bangunan gedung yang telah 

memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung. i



    

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Klasifikasi Bangunan Gedung Untuk Penyelenggaraan SLF 

| Pasal 16 

Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan SLF meliputi: 

a. Bangunan gedung pada umumnya, dan 

b. Bangunan gedung untuk kepentingan umum. 

Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: | | 

a. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah 

deret sederhana, 

b. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai, dan 

c. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana dengan 

ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai dan bangunan gedung lainnya pada 

umumnya. 

Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung 

Pasal 17 

SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah 

deret sederhana berlaku selama bangunan gedung tidak mengalami 

perubahan. , 

SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun. 

SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana dengan 

ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai, bangunan gedung lainnya pada 

umumnya, dan bangunan gedung untuk kepentingan umum berlaku untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun 

SLF bangunan gedung yang telah habis masa berlakunya harus 

diperpanjang. ) 

Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling lambat 

60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan 

gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.



Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal 

Tunggal Sederhana dan Rumah Deret Sederhana yang Pelaksanaan 

Konstruksi dan Pengawasannya Dilakukan oleh Pemilik 

Pasal 18 

(1) Pemilik bangunan mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan 

gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. 

(2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan 

mengisi formulir Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 

  

Gedung. 

(3) Dalam hal terdapat bagian dari bangunan gedung yang tidak. memenuhi 

persyaratan, pemilik bangunan gedung harus melakukan perbaikan. 

(4) Dalam hal bangunan gedung telah memenuhi persyaratan, Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan 

menerbitkan SLF yang dilengkapi dengan lampirannya. 

e 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal 

Sederhana dan Rumah Deret Sederhana yang Pelaksanaan Konstruksi 

  

Dilakukan oleh Penyedia Jasa dan/atau Pengembang Secara Massal 

! Pasal 19 
(1) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung, 

pengawas harus melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung. 

(2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas ) 

(3) Penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan penerbitan 

SLF bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis meliputi: i



    

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas, 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana) 

. Dokumen IMB, 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

» 
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Dokumen administratif lainnya. 

(4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas. 

(5)Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal penerbitan SLF bangunan gedung 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal 

dan Rumah Deret dengan Ketinggian Sampai dengan 2 (dua) Lantai yang 

Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasannya Dilakukan oleh Pemilik 

Pasal 20 

(1) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung, 

pemilik bangunan gedung harus melaporkan kepada Kepala Dinas Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan 

bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung telah selesai. 

(2) Berdasarkan laporan tersebut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 

Permukiman Perhubungan dan Pertanahan melakukan pemeriksaan 

“kelaikan fungsi bangunan gedung. 

(3) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas. i



(4) Pemilik bangunan mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan 

gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 

Perhubungan dan Pertanahan, 

b. Gambar rencana teknis . 

c. Dokumen IMB: dan 

d. Dokumen administratif lainnya. 

(5) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari TABG. 

(6) Dinas perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

  

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal penerbitan SLF bangunan gedung 

b. Lembar gambar block plan atau site plan: dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. » 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal 

dan Rumah Deret dengan Ketinggian Sampai dengan 2 (dua) Lantai yang 

Pelaksanaan Konstruksinya Dilakukan oleh Penyedia Jasa dan/atau 

  

Pengembang Secara Massal 

| Pasal 21 

(1) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung, 

pengawas/MK harus melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung. 

(2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK. 

(3) Penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan 

penerbitan SLF bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan ' 

f 
dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis meliputi:



a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK, 
o Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana) 

Dokumen IMB: 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

m
0
 

»
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Dokumen administratif lainnya. 

(4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK. 

(5) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

  

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal penerbitan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak 

Sederhana dengan Ketinggian Lebih dari 1 (satu) Lantai dan Bangunan 

Gedung Lainnya pada Umumnya 

  

Pasal 22 

(1) Sebelum penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan 

penerbitan SLF bangunan gedung, pengawas/MK harus melakukan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 

(2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas. 

(3) Penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan 

penerbitan SLF bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan 

dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas, !



    

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana) 

Dokumen IMB, 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

P
P
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Dokumen administratif lainnya 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan 

Pertanahan berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pemeriksaan 

bangunan gedung. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal penerbitan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. s 

Pasal 23 . 

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) antara lain: 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran: 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutann yaitu Instansi yang bertanggung 

jawab di bidang lingkungan hidup, dan/atau 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam melakukan pemeriksaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (4): ) 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan 

dan/atau pengujian pemenuhan persyaratan proteksi pasif dan proteksi 

aktif pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk sistem 

dan jalur operasional pasukan pemadam kebakaran, 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemeriksaan 

UPL/UKL terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

limbah: dan |



    

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan 

pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung. 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum 

Pasal 24 

Sebelum penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan 

penerbitan SLF bangunan gedung, pengawas/MK harus melakukan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 

Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK. | 

Penyedia jasa dan/atau pengembang mengajukan permohonan penerbitan 

SLF bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK, 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana) i 

Dokumen IMB: 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

» 
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Dokumen administratif lainnya. 

Instansi terkait dalam koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan melakukan 

pemeriksaan bangunan gedung. 

Dalam hal kebijakan penilaian prioritas tertentu, Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan bersama dengan 

pengawas/MK dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan bersama. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas: 

a. Daftar Simak, 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari Pengawas/MK, 

c. Rekomendasi dari instansi terkait: dan 

d. Berita Acara Pemeriksaan Bersama, bila ada.



(7) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal penerbitan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. . 

Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal 

Tunggal dan Rumah Deret dengan Ketinggian Sampai dengan 2 (dua) Lantai 

yang Pelaksanaan Konstruksinya Dilakukan oleh Pemilik, Penyedia Jasa atau 

€ Pengembang Secara Massal 

Pasal 25 

(1) Dalam rangka perpanjangan SLF pemilik bangunan gedung harus 

mempersiapkan dokumen pemeriksaan berkala dan melakukan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

(2) Dokumen pemeriksaan berkala” sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Laporan Pemeriksaan Berkala, Pemeliharaan, dan Perawatan. 

b. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

  

c. Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh: 

a. Penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang 

memiliki sertifikat keahlian, atau 

b. Dinas Pekerjaan Umum 

(4) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

) atau Rekomendasi dari pengkaji teknis. 

(5) Dalam hal terdapat bagian bangunan gedung yang belum memenuhi 

persyaratan teknis, pemilik bangunan gedung harus melakukan perbaikan 

bangunan gedung sesuai rekomendasi dari pengkaji teknis. 

(6) Dalam hal bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis, pemilik 

bangunan gedung dapat mengajukan permohonan perpanjangan SLF. (



Pasal 26 

(1) Pemilik bangunan gedung mengajukan permohonan perpanjangan SLF 

bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis, 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana), 

Dokumen IMB terakhir, 

Dokumen SLF terakhir. ) 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

ae 
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“Dokumen administratif lainnya. 

(2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

  

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis. 

(3) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: ) 

a. Lembar pencatatan data tanggal perpanjangan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. 

  

Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal 

Tunggal Tidak Sederhana dengan Ketinggian Lebih dari 1 (Satu) Lantai dan 

Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya 

Pasal 27 

(1) Dalam rangka perpanjangan SLF pemilik bangunan gedung harus 

mempersiapkan dokumen pemeriksaan berkala dan melakukan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

(2) Dokumen pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 

“ (1) meliputi: 

a. Laporan Pemeriksaan Berkala, Pemeliharaan, dan Perawatan. 

b. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

c. Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung 

(3) Dokumen pemeriksaan berkala dipersiapkan oleh pemilik 

gedung. f



    

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi 

bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian, atau 

Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis. 

Dalam hal terdapat bagian bangunan gedung yang belum memenuhi 

'persyaratan teknis, pemilik bangunan gedung harus melakukan perbaikan 

bangunan gedung sesuai rekomendasi dari pengkaji teknis. 

Dalam hal bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis, pemilik 

bangunan gedung dapat mengajukan permohonan perpanjangan SLF. 

Pasal 28 

Pemilik bangunan gedung mengajukan permohonan perpanjangan SLF 

bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis, 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana), 

Dokumen IMB terakhir, 

Dokumen SLF terakhir, 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

Dokumen administratif lainnya. ga 
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Instansi terkait dalam koordinasi dengan “Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan melakukan 

pemeriksaan bangunan gedung. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas Daftar Simak 

dan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: 

a. Lembar pencatatan data tanggal perpanjangan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 1



c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. 

| Pasal 29 

(1) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) antara lain: 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan 

dan/atau pengujian pemenuhan persyaratan proteksi pasif dan proteksi 

aktif pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk sistem 

dan jalur operasional pasukan pemadam kebakaran: 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemeriksaan 

UPL/UKL terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan 

dan limbah: dan 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan 

  

pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung. 

(2) Dalam melakukan pemeriksaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (1): 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan 

dan/atau pengujian pemenuhan persyaratan proteksi pasif dan proteksi 

aktif pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk sistem 

dan jalur operasional pasukan pemadam kebakaran, 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemeriksaan 

UPL/UKL terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

limbah: dan | 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan 

  

pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung. 

Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum 

Pasal 30 

(1) Dalam rangka perpanjangan SLF pemilik atau pengelola bangunan gedung 

harus mempersiapkan dokumen pemeriksaan berkala dan melakukan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

(2) Dokumen pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Laporan Pemeriksaan Berkala, Pemeliharaan, dan Perawatan. !



    

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(3) 

@ 

b. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

c. Berita Acara Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

Dokumen pemeriksaan berkala dipersiapkan oleh pemilik atau pengelola 

bangunan gedung: 

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi 

bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian, atau 

Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

'a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis. 

Dalam hal terdapat bagian bangunan gedung yang belum memenuhi 

persyaratan teknis, pemilik bangunan gedung harus melakukan perbaikan 

bangunan gedung sesuai rekomendasi dari pengkaji teknis. 

Dalam hal bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis, pemilik 

bangunan gedung dapat mengajukan permohonan perpanjangan SLF. 

Pasal 31 

Pemilik bangunan gedung mengajukan permohonan perpanjangan SLF 

bangunan gedung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen meliputi: 

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari pengkaji teknis, 

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, 

Dokumen As built drawings (Gambar Terlaksana)), 

Dokumen IMB terakhir, 

Dokumen SLF terakhir, 

Surat Kuasa Pemohon bila permohonan dikuasakan, dan 

wu 
M
P
 Oo 

Dokumen administratif lainnya 

Instansi terkait dalam koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan melakukan 

pemeriksaan bangunan gedung. 

Dalam hal kebijakan penilaian prioritas tertentu, Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan bersama dengan 

penyedia jasa pengkajian teknis dan instansi terkait dapat melakukan 

pemeriksaan bersama. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas: 

a. Daftar Simak, i



  

(1) 

(2) 

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

atau Rekomendasi dari penyedia jasa pengkajian teknis: 

c. Rekomendasi dari instansi terkait: dan 

d. Berita Acara Pemeriksaan Bersama, bila ada. 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan menerbitkan SLF bangunan gedung beserta lampirannya 

meliputi: | . 

a. Lembar pencatatan data tanggal perpanjangan SLF bangunan gedung, 

b. Lembar gambar block plan atau site plan, dan 

c. Daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan 

gedung. 

Pasal 32 

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) antara 

lain: 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran: 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dan/atau 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam melakukan pemeriksaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (2): 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan 

dan/atau pengujian pemenuhan persyaratan proteksi pasif dan proteksi 

aktif pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk sistem 

dan jalur operasional pasukan pemadam kebakaran, 

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemeriksaan 

UKL/UPL terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan 

dan limbah, dan 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemeriksaan 

pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung.



    

(1) 

(2) 

(4 

(S) 

Tim Pengkaji Teknis 

Pasal 33 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan 

Pertanahan dapat membentuk Tim Pengkaji Teknis untuk membantu 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SLF bangunan rumah tinggal 

tunggal dan rumah tinggal deret. 

Tim Pengkaji Teknis diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan 

Pertanahan. | 

Tim Pengkaji Teknis paling sedikit terdiri dari profesional di bidang: 

a. Arsitektur 

b. Struktur, dan 

c. Mekanikal dan elektrikal. 

Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat 

keahlian. 

Jumlah anggota Tim Pengkaji Teknis disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan Kabupaten. 

Tugas Tim Pengkaji Teknis 

Pasal 34 

Tim Pengkaji Teknis mempunyai tugas: 

a. 

(1) 

Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah 

tinggal tunggal dan rumah deret yang pelaksanaan konstruksi dan 

pengawasannya dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan gedung, 

Melakukan pemeriksaan Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 

Bangunan Gedung yang dibuat oleh penyedia jasa pengawasan/MK, dan 

Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan dalam rangka 

penerbitan SLF Bangunan Gedung. 

Persyaratan Calon Tim Pengkaji Teknis 

Pasal 35 

Persyaratan calon Tim Pengkaji Teknis meliputi persyaratan umum dan 

persyaratan keprofesian. f



  

(2) 

(3) 

(2) 

2) 

(1) 

(2) 

Persyaratan umum calon Tim Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Warga negara Indonrsia 

b. Terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Boalemo : 

c. Berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana kejahatan: 

d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai pengkaji 

teknis: 

e. Sehat jasmani dan rohani, dan 

f. Bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau 

pengedar narkoba. 

Persyaratan keprofesian calon Tim Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang terkait 

dengan bangunan gedung, dengan pendidikan minimal berijazah Sarjana 

(Strata-1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

b. Memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat. 

Masa Kerja Tim Pengkaji Teknis 

Pasal 36 

Masa kerja Tim Pengkaji Teknis ditetapkan selama 2 (dua) tahun 

sesuai dengan periode tahun anggaran. 

Masa kerja Tim Pengkaji Teknis dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 

3 (tiga) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB IV 

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 37 

Kriteria bangunan gedung yang penyelenggaraannya melibatkan TABG 

adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum. 

Bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. bangunan gedung hunian yang terdiri lebih dari dua unit hunian 

terpisah, seperti rumah susun, apartemen, asrama, kos, wisma tamu, 

panti werdha, panti disabilitas, atau sejenisnya,



  

. bangunan gedung penginapan, seperti hotel, motel, vila, resort, atau 

sejenisnya, . 

. bangunan gedung peribadatan, seperti masjid, mushalla, langgar, 

surau, gereja, kapel, pura, vihara, klenteng, atau bangunan keagamaan 

dengan sebutan lainnya, 

. bangunan gedung pemerintahan, seperti kantor kepala daerah, kantor 

dinas/ badan, kantor camat, kantor desa/lurah, atau kantor pelayanan 

pemerintah lainnya. 

. bangunan gedung perkantoran swasta, 

bangunan gedung pelayanan pendidikan, seperti TK, SD, SMP, SMU, 

Perguruan Tinggi, kursus, atau sejenisnya, 

. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, poliklinik, 

rumah bersalin, rumah sakit, atau sejenisnya, 

. bangunan gedung perdagangan dan jasa skala menegah dan besar, 

seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, plaza, atau 

sejenisnya, 

bangunan gedung perindustrian, seperti pabrik, manufaktur, 

kerajinan, industri kecil, industri rumah tangga, atau sejenisnya, 

bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop, 

taman hiburan atau sejenisnya, 

. bangunan gedung terminal seperti stasiun kereta api, terminal bus 

atau angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, 

pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara, atau 

sejenisnya, 

bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan 

gudang, gedung parkir dan sejenisnya, 

.bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti 

bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi, atau 

sejenisnya, 

. bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian, 

bangunan adat, atau sejenisnya, 

. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, 

laboratorium kimia, atau laboratorium lainnya, atau 

. bangunan gedung olah raga seperti stadion, gelanggang, atau 

sejenisnya.



    

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 38 

Dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum 

harus mendapat pertimbangan teknis dari TABG serta dapat melalui dengar 

pendapat publik untuk mendapat persetujuan pemerintah daerah. 

Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang melibatkan TABG sebagai 

berikut : : 
a. Dalam kegiatan perencanaan, TABG memberikan pertimbangan teknis 

untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk 

kepentingan umum dan memberikan pendapat dalam penetapan jarak 

bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan 

tanah. 

b. Dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan 

pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan, TABG menerima pendapat dan pertimbangan 

dari masyarakat serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam 

penyelesaian masalah secara langsung kepada pemerintah daerah 

melalui forum dengar pendapat publik. 

c. Dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan 

pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta 

benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan 

cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, TABG memberikan 

pertimbangan teknis untuk membantu proses peradilan dan menjaga 

objektivitas serta nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang 

pelanggaraan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 

Tugas dan Fungsi TABG 

Pasal 39 

TABG mempunyai tugas rutin tahunan : 

a. Memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan 

pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan 

gedung untuk kepentingan umum. 

b. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi instansi yang terkait. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan 

analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung, meliputi : ) 

a. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan atau 

rekomendasi dari instansi yang berwenang, f



  

(3) 

b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang 

persyaratan tata bangunan. 

c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang 

persyaratan keandalan bangunan gedung. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

TABG dari unsur instansi pemerintah daerah memiliki fungsi menyatakan 

persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan 

pertimbangan “kondisi yang ada, program yang sedang, dan akan 

dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana 

Pasal 40 

Disamping tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, 

TABG juga memiliki tugas secara insidential yaitu : 

a. Pembuatan acuan dan penilaian, 

b. Penyelesaian masalah, 

c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf 

a TABG mempunyai fungsi: 

a. Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan 

batas-batas lokasi, 

b. Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan 

keamanan dan keselamatan: 

c. Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan 

kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota serta 

akibat dalam pelaksanaan, dan 

d. Pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk 

perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai 

tuntutan kebutuhan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf 

b TABG mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan analisis untuk menilai pendapat dan 

pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis 

bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan penyelenggaraan 

bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan, 

b. Penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran 

bangunan gedung untuk kepentingan umum yang menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip 

keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan serta prinsip 

f



    

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan, 

dan 

c. Penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai 

pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan yang terkait 

dengan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pengkajian aspek 

teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus dan 

aspek-aspek lainnya yang terkait. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c 

TABG mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari 

masyarakat meliputi pengkajian saran dan usul masyarakat untuk 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan 

standar teknis di bidang bangunan gedung. 

Proses Pelaksanaan Tugas TABG 

Pasal 41 

Pemerintah daerah menerbitkan IMB setelah dokumen administrasi dan 

dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai dan disetujui. 

Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas pemenuhan persyaratan teknis dilakukan setelah mendapat 

pertimbangan teknis TABG berdasarkan hasil pengkajian persyaratan yang 

dilakukan. 

Pengkajian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai 

prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan 

teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum 

TABG melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi : 

a. Pengkajian kesesuaian dengan  ketentuan/persyaratan dalam 

persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang (terkait), 

b. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan 

terhadap ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan, persyaratan 

arsitektur dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan, dan 

c. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan 

bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, persyaratan 

kesehatan, persyaratan kenyamanan, persyaratan kemudahan hubungan 

ke, dari dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana 

dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. f



  

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(1) 

(2) 

TABG menyimpulkan hasil pengkajian dari masing-masing persyaratan 

dengan memberi nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagai “sesuai” 

atau “tidak sesuai” atau cara penilaian yang disepakati TABG. 

Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG dalam kesimpulan hasil 

kajian merupakan masukan untuk penilaian dokumen rencana teknis oleh 

pemerintah daerah. 

Dalam proses pelaksanaan tugas pembuatan acuan dan penilaian, TABG 

melakukan pengkajian dasar penetapan jarak bebas bangunan gedung 

fasilitas umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan sarana 

umum dan melakukan pengkajian teknis terhadap rencana teknis 

perawatan dan/atau pembongkaran bangunan yang menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan. 

Dalam proses penyelesaian masalah, TABG melakukan pengkajian 

terhadap kelayakan masukan masyarakat untuk pertimbangan pembuatan 

kebijakan tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan pengkajian prinsip- 

prinsip penyelenggaraan bangunan gedung untuk pertimbangan dalam 

pemutusan perkara di pengadilan. 

Dalam proses penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar, TABG 

melakukan pengkajian terhadap masukan dari masyarakat yang 

menghasilkan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan 

dalam peraturan, pedoman dan standar teknis sesuai dengan kondisi lokal 
9 

Pembentukan TABG 

Pasal 42 

Pembentukan TABG meliputi : 

a. Kedudukan TABG, 

b. Jangka waktu masa kerja, 

c. Keanggotaan TABG, 

d. Penugasan TABG, 

e. Pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas, 

f. Tata cara pembentukan TABG, dan 

g. Basis data anggota TABG. 

Bupati membentuk dan melantik TABG dari basis data anggota TABG di 

lingkup wilayahnya.



    

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 43 

Kedudukan TABG sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf a meliputi antara 

lain : 

a. Pengarah, 

b. Ketua: 

c. Wakil ketuaj 

d. Sekretaris: dan . 

e. Anggota. ) 

TABG membantu Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan bangunan 

gedung di wilayah Kabupaten Boalemo 

Bupati dapat mengundang anggota TABG dari kabupaten/kota lainnya di 

seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam anggota 

TABG di wilayah Kabupaten Boalemo 

Bupati dapat memerintahkan TABG Kabupaten Boalemo membantu 

Pemerintah Daerah lainnya atas undangan Bupati/Walikota lainnya di 

seluruh Indonesia. 

Pasal 44 

Jangka waktu masa kerja TABG sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf 

b dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk 

pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung ditetapkan selama 

1 (satu) tahun anggaran. 

Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali 

perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli 

di daerah, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan 

pembangunan tahun jamak. 

Masa kerja TABG untuk tugas insidentil menyelesaikan masalah, 

menanggapi pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, 

rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan kegiatan 

penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting 

serta pemberian pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan 

ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun. 

Masa kerja pelaksanaan tugas rutin dan insidentil ditetapkan 

oleh Bupati.
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Pasal 45 

Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c terdiri dari 

unsur-unsur meliputi unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli 

mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk 

masyarakat adat, unsur perguruan tinggi masing-masing dari perguruan 

tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta dan unsur instansi 

pemerintah daerah. 

Unsur instansi pemerintah daerah meliputi instansi pembina 

penyelenggaraan bangunan gedung, pejabat fungsional teknik tata 

bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang 

terkait, yang mempunyai sertifikat keahlian dan instansi pemerintah daerah 

lainnya yang berkompeten. 

Keanggotaan TABG dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

selain dari unsur pemerintah daerah meliputi bidang keahlian: 

a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, 

struktur/ konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrikal), 

pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/ interior, 

Bidang bangunan gedung adat, 

Bidang nuklir, 

Bidang teknologi informasi, dan 

0 
D
p
 

Bidang keahlian lainnya sesuai'dengan kebutuhan. 

Unsur keahlian dalam TABG minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, 

bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal). 

Keanggotan TABG dari unsur instansi pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi bidang tugas antara lain : 

Bidang jalan 

Bidang perhubungan/ transportasi, 

Bidang telekomunikasi, 

Bidang energi, 

Bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 

Bidang pertahanan, 

Bidang keamanan, dan 

ba
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Bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait. 

KeanggotanTABG bersifat ad-hoc. 

Ketentuan komposisi keanggotaan TABG adalah jumlah gabungan unsur- 

unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk 

masyarakat adat minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur 

instansi pemerintah daerah. f
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Jumlah anggota TABG ditetapkan ganjil. 

Pasal 46 

Penugasan TABG sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf d 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi 

Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan 

Bebas Narkoba serta pasfoto. | 

TABG dalam melaksanakan tugasnya mempedomani kode etik (janji) TABG. 

Setiap anggota TABG dikenakan sanksi berupa pemberhentian 

sebagai anggota TABG dan dikeluarkan dari basis data, apabila yang 

bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai pengedar 

narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat hukuman dalam 

putusan pengadilan dan/atau melakukan malpraktek 

Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan - dikenakan 

sanksi surat teguran apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas 

1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan dikenakan 

sanksi surat peringatan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan 

tugas 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan dikenakan sanksi 

pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas 

selama 6 (enam) bulan dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut- 

turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dilakukan apabila yang 

bersangkutan mengajukan permohonan tertulis atau meninggal dunia. 

Pasal 47 

Pembentukan berdasarkan kelompok tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 42 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 

pertimbangan besarnya beban tugas. 

Pembentukan berdasarkan kelompok tugas sebangaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kelompok sifat tugas dan/atau 

kelompok keahlian.
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Pasal 48 

Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf 

f meliputi prinsip-prinsip pembentukan, persyaratan calon anggota dan 

proses pembentukan. 

TABG dibentuk dengan prinsip-prinsip terbuka/transparan, efisien, 

ekonomis, setara dengan pejabat publik, berlaku secara nasional dan 

mengutamakan tenaga ahli setempat. 

Seluruh anggota TABG harus memenuhi syarat umum sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan, 

b. Terdaftar sebagai penduduk di kabupaten/kota tempat domisilinya, 

c. Berkelakuan baik: tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana kejahatan, 

d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG, 

e. Sehat jasmani dan rohani, dan 

Bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau 

pengedar narkoba. 

Calon anggota TABG dari unsur pemerintah daerah harus memenuhi 

syarat tidak dalam status dinonaktifkan, dan menduduki jabatan yang 

tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 

Calon anggota TABG dari unsur asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat 

ahli/masyarakat adat harus memenuhi syarat memiliki keahlian di bidang 

bangunan gedung dengan pendidikan minimal Sarjana (Strata-1) atau 

keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai peraturan 

perundang-undangan, dan memiliki pengakuan kepakaran atau 

pemangku di bidang adat. 

Bupati/Walikota membentuk dan menetapkan Pansel untuk menetapkan 

kriteria calon anggota TABG dan penyusunan draft naskah kode etik (janji) 

TABG. 

Penyusunan draft naskah kode etik TABG berdasarkan asas umum 

penyelenggaraan negara, sekurang-kurangnya meliputi tujuan dan janji 

melaksanakan tugas secara profesional, independen, objektif, tidak terlibat 

konflik kepentingan dan melaksanakan tugas dengan hati nurani. 

Bupati meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga 

masyarakat adat dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya. 

Pansel melakukan penilaian terhadap calon anggota TABG. 

Bupati menetapkan nama-nama anggota TABG berdasarkan hasil penilaian 

! 
dan usulan Pansel.
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Pasal 49 

Basis data anggota TABG sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf g 

adalah daftar nama-nama calon anggota TABG dari asosiasi profesi, 

perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat sebagai 

sumber untuk penugasan, dengan keputusan Bupati. 

Basis data disusun secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan/atau 

pengembangan infrastruktur yang mendukung di daerah serta sumber daya 

manusia yang kompeten sehingga dapat diakses dari semua 

kabupaten/kota, provinsi dan pusat. 

Basis data selalu dimutakhirkan apabila ada perubahan-perubahan yang 

terkait dengan anggota TABG dan adanya pembentukan baru setelah 

berakhirnya masa kerja atau perpanjangan masa kerja. 

Tata Tertib Pelaksanaan Tugas 

Pasal 50 

Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi tata tertib persidangan, perilaku 

dalam melaksanakan tugas, dan administrasi pelaksanaan tugas. 

Tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam lampiran 3 peraturan Bupati ini. 

Jadwal persidangan ditetapkan oleh TABG sesuai kebutuhan berdasarkan 

kompleksitas permasalahan. 

TABG dapat mengundang jasa perencanaan teknis bangunan gedung untuk 

klarifikasi pada saat sidang pleno. i 

Perilaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 

seluruh anggota TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 

Administrasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah TABG dapat menggunakan identitas berupa kop/surat dokumen 

serta cap/setempel dan logo sendiri. 

Logo dan cap/setempel TABG tersebut harus mendapat pengesahan dari 

pemerintah daerah. 

“Dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk di daerah 

ditandatangani oleh seluruh anggota TABG yang mendapat penugasan dan 

disetujui oleh anggota pemerintah daerah selaku Ketua ex-officio.
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Pembiayaan 

Pasal 51 

Pembiayaan pengelolaan basis data anggota TABG dan operasionalisasi 

penugasan TABG termasuk honorarium dan tunjangan dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo. 

Pembiayaan operasional meliputi anggaran biaya untuk operasional 

sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, alat tulis kantor dan 

penyelenggaraan sidang. 

Pembiayaan honorarium digunakan untuk TABG sesuai dengan penugasan 

dan kehadiran. 

Pembiayaan tunjangan adalah anggaran untuk perjalanan dinas diberikan 

kepada anggota TABG sesuai dengan lingkup penugasan. 

BAB V 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 52 

Sasaran pendataan bangunan gedung adalah seluruh bangunan gedung 

yang berada di Kabupaten Boalemo. 

Sistem yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung merupakan 

sistem terkomputerisasi. 

Organisasi dan Tata Cara Laksana 

Pasal 53 

Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan dan 

dibantu oleh BPM-PTSP dengan struktur tenaga meliputi: 

a. penentu atau pengambil keputusan dan kebijakan pendataan 

bangunan gedung, dan 

b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung. 

Penentu atau pengambil keputusan dan kebijakan pendataan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan. 

Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. petugas pelayanan masyarakat, | 

b. petugas pemasukan data, dan



c. administrator sistem (programmer). 

(4) Petugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a merupakan petugas yang: 

a. bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kegiatan pendataan 

pembangunan gedung, 

b. berhubungan langsung dengan masyarakat selaku pemilik/ pengelola 

bangunan gedung pada saat permohonan perizinan pada setiap proses 

penyelenggaraan bangunan gedung, 

c. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan yang 

diterima dari masyarakat, untuk disimpan di dalam basis data, dan 

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun keputusan 

yang sifatnya strategis. 

  

(5) Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

merupakan petugas yang: 

a. bertugas untuk mendata proses penyelenggaraan bangunan gedung, 

b. tidak berhubungan secara langsung ke masyarakat atau pemohon 

bangunan gedung, melainkan dengan petugas lain dari instansi terkait, 

c. mendata semua hasil perkembangan dari proses penyelenggaraan 

bangunan gedung dan akan memasukan data tersebut ke dalam basis 

data. 

(6) Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c merupakan petugas yang bertugas untuk menyiapkan, memelihara 

serta mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses 

  

pendataan bangunan gedung. 

Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bagunan Gedung 

Pasal 54 

Pendataan dan/atau pendaftaran bangunan gedung dilakukan pada saat : 

a. Permohonan IMB: 

b. Permohonan Perubahan IMB, yaitu pada waktu penambahan, pengurangan 

atau perubahan bangunan gedung, yang telah memenuhi persyaratan IMB, 

perubahan fungsi bangunan gedung, dan pelestarian bangunan gedung, 

C. penerbitan SLF pertama kali, 

perpanjangan SLF (SLFn), dan 

pembongkaran bangunan gedung. 1
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Pendataan Bangunan Gedung Pada Penyelenggaran IMB 

Pasal 55 

Proses pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan IMB dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. pendataan pertama dilakukan setelah berkas permohonan IMB 

dinyatakan lengkap dan diberi nomor, 

b. petugas pendataan memasukkan data ke dalam basis data pendataan 

bangunan gedung, 

c. pembaharuan basis data dilakukan setelah proses penilaian dokumen 

rencana teknis, pengesahan dokumen rencana teknis, dan penerbitan 

dokumen IMB. 

Proses pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan IMB dilakukan 

oleh PTSP. 

Sistem penomoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. 

Pendataan Bangunan Gedung pada Penyelenggaraan SLF 

Pasal 56 

Proses pendataan bangunan gedung saat pengajuan SLF dan 

perpanjangan SLF dilakukan dengan ketentuan: 

a. Bangunan gedung yang belum masuk ke dalam basis data pendataan 

bangunan gedung dilakukan pendataan pertama, 

b. Pembaharuan basis data dilakukan setelah berkas permohonan SLF 

atau perpanjangan SLF diterima dengan lengkap, 

c. Pembaharuan basis data berikutnya dilakukan setelah pengkaji teknis 

memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung, 

Proses pendataan bangunan gedung saat pengajuan SLF dan 

perpanjangan SLF dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 

Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan.
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Pendataan Bangunan Gedung saat Pembokaran Bangunan Gedung 

Pasal 57 

Proses pendataan bangunan gedung saat pembongkaran bangunan gedung 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. Pembaruan ' basis data , dilakukan setelah pemilik bangunan 

menyampaikan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan 

gedung i 

b. Pembaruan basis data berikutnya dilakukan setelah pembongkaran 

bangunan gedung telah dilaksanakan. 

Proses pendataan bangunan gedung saat pembongkaran bangunan gedung 

dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman 

Perhubungan dan Pertanahan. 

Pendataan Bangunan Gedung yang Telah Terbangun 

Pasal 58 

Proses pendataan bangunan gedung milik pemerintah yang telah terbangun 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. petugas pendataan menyiapkan berkas pendataan, 

b. pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan (dokumen 

teknis dan administrasi seperti IMB dan sebagainya), 

c. pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas pendataan, 

d. berkas pendataan dimasukkan ke dalam basis data bangunan gedung, 

e. baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi 

maupun belum, berkas pendataannya disampaikan ke pengkaji teknis, 

f. pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai kelaikan 

fungsi bangunan, 

g. bila bangunan gedung telah memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian 

memenuhi persyaratan kelaikan, akan dikeluarkan SLF, petugas 

pendataan memperbarui basis data dan SLF diserahkan ke pemlik 

bangunan gedung, 

h. bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian 

memenuhi persyaratan kelaikan, akan dikeluarkan IMB sekaligus dengan 

SLF dan petugas pendataan memperbarui basis data serta SLF dan IMB 

diserahkan ke pemlik bangunan gedung, dan (



    

(2) 

(1) 

(2) 

i. bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka akan 

disampaikan ke pemilik bangunan gedung untuk merehabilitasi sesuai 

hasil pengkajian teknis dan mengurus IMB-nya, dalam hal ini petugas 

pendataan akan memperbarui basis data. 

Proses pendataan bangunan gedung milik pemerintah yang telah terbangun 

dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman 

Perhubungan dan Pertanahan. 

Pasal 59 

Proses pendataan bangunan gedung milik masyarakat yang telah terbangun 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan (dokumen 

teknis dan administrasi seperti IMB dan sebagainya), 

b. pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas pendataan, 

c. berkas pendataan dimasukkan ke dalam basis data bangunan gedung, 

baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi 

maupun belum, berkas pendataannya disampaikan ke pengkaji teknis, 

e. pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai kelaikan 

fungsi bangunan, | 

f. bila bangunan gedung telah memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian 

memenuhi persyaratan kelaikan akan dikeluarkan SLF, petugas 

pendataan memperbarui basis data dan SLF diserahkan ke pemlik 

bangunan gedung, 

g. bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian 

memenuhi persyaratan kelaikan, setelah pemohon membayar retribusi, 

akan dikeluarkan IMB sekaligus dengan SLF, petugas pendataan 

memperbarui basis data serta SLF dan IMB diserahkan ke pemlik 

bangunan gedung, dan 

h. bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka akan 

disampaikan ke pemilik bangunan gedung, petugas pendataan akan 

memperbarui basis data dan selanjutnya akan dimulai proses 

pembongkaran. 

Proses pendataan bangunan gedung milik masyarakat yang telah terbangun 

dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman 

Perhubungan dan Pertanahan.
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 60 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 

a. permohonan. IMB yang diajukan dan diterima sebelum tanggal 

berlakunya Peraturan Bupati ini dan masih dalam proses 

penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama, 

IMB yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi 

izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama, 

dan 

bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki IMB pada 

saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, untuk memperoleh IMB terlebih 

dahulu harus mendapatkan SLF. 

Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah bangunan gedung sederhana, bangunan gedung harus memiliki IMB 

dan SLF dalam jangka waktu palmg lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan 

Bupati ini diberlakukan. 

Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

adalah bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus, 

bangunan gedung harus memiliki IMB dan SLF dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 
Pada tanggal 37 Maret 2017 

Pj. BUPATI BOALEMO, 

  

YUSUF GIASI 

Diundangkan di Tilamuta 
Pada tanggal J7 Maret 2017 

      

  

ERAH KABUPATEN BOALEMO, 

     Pembina Utima Muda 

NIP. 19650725 198801 1 002 

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 629 )
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E. Bagan Tata Cara Penerbitan IMB Pondasi Bangunan Gedung Tidak 

Sederhana Untuk Kepentingan Umum 
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F. Surat Permohonan IMB 

  

Kepada 

Nomor :....... Yth. Walikota/Bupati 

Perihal : Permohonan IMB aanatatatnaaan 

Cg Kepala PTSD 

di Tempat 

Dengan hormat, : 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Bentuk usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum" 
2. Nama Benanananananaa ena 
3. Alamat Makanan aan 

4. No Telepon / HP Penanananenananananak anna aan 
5. Email Bankanananananalataa ana 
6. No KTP Pnakantanantaan aan 

7. Jabatan dalam perusahaan : ........JeJeoe ea 
8. Nama Perusahaan. Dakkaaanannan aan aan 
9. Alamat Perusahaan Bnakantanan nana aan 

10. No telepon perusahaan Donaanatanaa nana aan aa aa ena anna 

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan termasuk 
persyaratan pendukungnya sesuai peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 

“ Demikin surat permohonan dan atas perhatian serta pertimbangan 
Bapak/Ibu Kepala PTSP, saya ucapkan terima kasih. 

Pemohon, 

  

  

“ lingkari yang sesuai



  

G. Formulir Data Pemohon 

Kepada 
Nomor :...... : Yth. Walikota/Bupati 
Perihal : Data Pemohona IMB .vongungogaoonga 

Cg Kepala PTSD 

di Tempat 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Bentuk usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum"! 
2. Nama pananan Tennanennananannanan anna 
3. Alamat 0 aa aan asas aan nan 

4. No Telepon / HP aan anna aa nana aan ana 
5. Email rngrnnnnannnnannannman nana 
6. No KTP Ponnnnnenannannanan ea nanaa anna ana aan 

7. Jabatan dalam perusahaan : .....ooooooooooooooooo.ooWoocoW—#W#"W#c—#c.W— 
3. Nama Perusahaan Pnnnanannananana nana nan anna Nana kaan 
9. Alamat Perusahaan Pnnananenanannanananananaan anna aan 

10. No telepon perusahaan Paganenannanananan aan anakan 

11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB 

e Jalan Ponnanannannannaanan aan anna nana aan aan aan 
« Desa / Kelurahan Banana nanananananan aan aan akan 
e Kecamatan Ponnnanannnannanan ana n akan anna naa anna Naaaaa 

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) 
untuk : 

OMendirikan bangunan gedung baru. UORehabilitas /renovasi 
untuk : ' — 

1. Detail Bangunan Gedung : 

a. Fungsi Bangunan — : J7 Fungsi Hunian 
DO Fungsi Keagamaan 
Ol Fungsi usaha 
DO Fungsi Sosial Budaya 
O Fungsi Khusus 

- Luas Bangunan HENNA NANANNNAANNANNNAAN AAA 
- Tinggi Bangunan/ Lantai : oo MM ana skanntasananann



2. Tanah 
a. Total Luas tanah Penknnnnnnnnnanaa nan eanan ana an nana m2 
b. Bukti Hak atas Tanah 

ama omor 
Dokumen tahun 

dokumen 

  

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, 
dan/atau bukti kepemilikan tanah lainya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan di bidang pertanahan.) 

3. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi : peonenernenusasageanna gann eeoungangana 

Demikian permohonan izin mendirikan bangunan gedung ini kami 
ajukan untuk dapat diproses sebagai mana ketentuan yang berlaku. 

“rocoo0enenngununananganuosanesgunaoana 

Pemohon 

  

—A 

 



H. Surat Pernyataan bahwa Tanah Tidak dalam Status Sengketa 

SURAT PERNYATAAN 

. Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama PD penantntanannnanan en ananan anna anna ana aN anna nana anna kaan anaaana 

No KTP Pn nnnannnannenann ana naNaaa nan aan nana kanan nana anaa aan 

Tempat tanggal lahir: .........o.ocooooooooo oom 

Pekerjaan P nananannanaanenananananaan Seensennanaenaan aa naa an anakan anna anna 

Alamat Pnnnntaaan tentara Maan nana 

Selaku pemilik bangunan pada surat IMB yang berlokasi : 

Alamat Psnannennanenan akan nana nana an aan anna Nana anna aan kanan nana 

Kelurahan Psanenannanananan nana ana anna ana an nenen anna aan nanas 

Kecamatan Ps nannann nenen anna an aan aan Kanaan asa anna 

Status penguasaan tanah : ..........o.oooocoooWomnenennannn 

  

, 
Bukti Hak : PD onatevanananan an nana nun ana akan an an ena Aa nan anakan anna sana an Kanan sana 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sangketa atau 
perkara . oleh karena itu bila mana permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini 
disetujui dan apabil dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan 
bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin mendirikan Bangunan yang 
diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya 
atau telah dikeluarkan. 

2. Apabila sewaktu-wktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan 
berkenaan dengan tata ruang yang belaku, antara lain berupa pelaksanaan 
rencana jalan pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau/ 
ruang terbuk hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlku, maka kami 
sanggup dan bersedia : 
a. Membongkar sendiri bangunan / bagian bangunan yang terkena 

pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan 
jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku. 

b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah 
lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. 
Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokemen yang telah kami 
tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. - 

4. Segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan 
tanggung jawab saya sepenuhnya. 

  

Yang menyatakan



Il. Surat Pernyataan untuk Mengikuti Ketentuan dalam KRK 

SURAT PERNYATAAN 

  

Yang bertnda tangan di bawah ini : 

1. 

na 
O
N
 

. Nama Donnnnnanannaneneanan anakan ana nan anna aan nana anna nana nan aa ana naa 
. 

empat/tanggal Lahir : Temp I 00cocanavanuanaana naas anananuan nana nana a sana naa nan ana anaa nana 

Alamat : LD onoovennananaannnn en anean naa na nana aa anenan aa ana nana atasan ana 

Telepon Ponnrnnannnaananaakanan Ae nnnnunnnanagananenanenanananganenanunaan 
, . 

Email : Donngokennnannnnnnunana ne nauna ana nana ana n nan ua nana aa aan nana naa aaa 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Pembangunan yang dilakukan pada area / tanah yang ada akan 

mengikuti ketentuan yang ada di KRK 

kabupaten/kota... 

2. Apabila dikemudian hari ditemui bahw saya tidak mengikuti ketentuan 

yang ada di KRK, maka saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlku. 

Demikin surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 

paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. 

Kab/Kota, co. 

Pemohon



J. Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini : 

1. Nama Pacanennannenenn nan an an an aman anna naa aan aan anaaa 

2. Tempat/Tanggal lahir : ......ooooooW0W(W(0(W Merana 

3. Alamat ! nnonarengnnannonetanuan sa neon an nan Kana nan au nananana 

4. Telepon Donanananaianaaan penanaman 

5. Email P ananenanainananananananannaaan penannananananannnaan 

Dengan ini menyatakan bahwa 

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Apabila dikemudian hari di temui bahwa dokumen-dokumen yang 

  

telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 

paksaan maupun tekanan dari pihak manapun j uga. 

Kab/Kota, oi... 

  

Pemohon



K. Surat Pernyataan Menggunakan Desain Prototipe 

SURAT PERNYATAAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama D snnanananananaanaan anna ana aan anna ana 
2. Tempat / tanggal lahir ! anooneennaravaneyenenanenaanunanaa ga nananaananaa 
3. Alamat aa 
4. Telepon aan aan 
Oo. Email ana aman aa anna 

Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Saya bersedia menggunakan desain prototip yang disediakan untuk 

mendirikan bangunan gedung yang saya ajukan IMB. 
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah 

saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa ada 
paksaan maupun tekanan dari pihak manapun j uga. 

Kab /Kota, Lo. 

Pemohon



L. surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan 

KOP SURAT PTSP 

Nomor Pon orennrensanannnsanneangataanna Kab/Kota. oom. 2016 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

- 

Kepada Yth. | 

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di- | | | 

tempat 

Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB 

Dengan hormat, 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan IMB yang 
diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara ajukan tersebut 
perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis terlampir). 

  

Dengan demikian . pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk 
dilengkapi. 

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah melengkapi 

persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis. 

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan 
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala PTSP, 

urea res runosasaranunang ang pugesann sana 

 



1. 

LAMPIRAN 

DATA PEMOHON 

STATUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

  

  

          

  

  

  

  

  

NO | URAIAN IKETERSEDIAAN | CATATAN 
1 | Isian formulir data pemohon D Ada 

O Tidak Ada 
2 | Fotokopi KTP pemohon atau O Ada 

identitas lainnya "t.. 
O Tidak Ada 

3 | Surat kuasa dari pemilik bangunan D Ada 
(bila pemohon bukan pemilik 
bangunan) DO Tidak Ada 

2. DATA TANAH 

NO | URAIAN ' (KETERSEDIAAN | — CATATAN 
1 | Surat bukti status hak atas tanah D Ada 

O Tidak Ada 
2 | Data kondisi at&u situasi tanah D Ada 

O Tidak Ada 

3 | Surat pernyataan bahwa tanah D Ada 
tidak dalam status sengketa 

O Tidak Ada 
4 | Surat perjanjian pemanfaatan atau 

penggunaan tanah (bila pemilik O Ada 
bangunan gedung bukan pemegang . d 
hak atas tanah) D Tidak Ada         

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

          

3. DOKUMEN / SURAT TERKAIT 

NO | URAIAN IKETERSEDIAN| — CATATAN 
1 | Fotokopi KRK O Ada 

O Tidak Ada 

2 | Data perencana konstruksi DI Ada 

O Tidak Ada 
3 | Surat pernyataan untuk mengikuti O Ada 

ketentuan dalam KRK 
O Tidak Ada 

4 | Surat pernyataan menggunakan . | 5 Ada 
persyaratan pokok tahan gempa 

' O Tidak Ada 

5 | Surat pernyataan menggunakan D Ada 
desain prototipe 

O Tidak Ada 

6 | Surat pernyataan menggunakan O Ada 
perencana konstruksi bersertifikat 

O Tidak Ada 
7 | Surat pernyataan menggunakan D Ada 

pelaksana konstruksi bersertifikat 
O Tidak Ada 

8 | Surat pernyataan menggunakan 
pengawas/manajemen konstruksi | O Ada 
yang bertanggung jawab kepada O Tidak Ada 
pemohon 

Keterangan : 

Nomor 2 tidak diwajibkan untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) 

dan 2 (dua) lantai 

Nomor 4 khusus untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai 

  
Nomor 5 khusus untuk jenis bangunan gedung sederhana 

Nomor 6,7,8 khusus untuk jenis bangunan gedung tidak sederhana untuk 
kepentingan umum dan bangunan gedung khusus



  

LAMPIRAN 

STATUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS 

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 

No | URAIAN — IkEsesuaiaN | CATATAN 
1 (Kesesuaian Fungsi/Klasifikasi 

Bangunan Gedung Terhadap 
Peruntukan Lokasi Ul Tidak Sesuai 

2 |Kesesuaian Luas Lantai Dasar . 
Bangunan Gedung Terhadap KDB O Sesuai 
Maksimum “ID Tidak Sesuai 

3 IKesesuaian Total Luas Lantai 

Bangunan Gedung Terhadap KLB 
Maksimum O Tidak Sesuai 

4 (Kesesuaian Total Luas Daerah Hijau 

O Sesuai 

O Sesuai 

ac O Sesuai 
Terhadap Persyaratan Minimum 

O Tidak Sesuai 

S5 |Luas Lantai Basement Terhadap KTB D Sesuai 
Maksimum 

O Tidak Sesuai 

6 IKesesuaian Total Jarak Bangunan O Sesuai 

  

Gedung Terhadap SSB Maksimum D Tidak $ , 
i esuai           

Keterangan : beri tanda v pada kotak Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan 

hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 

2. RENCANA ARSITEKTUR 

  

  

NO | URAIAN 0. IKETERSEDIAAN | — CATATAN 

1 (Pata Penyedia Jasa PerencanaanjU Ada 
Arsitektur O Tidak Ada 

2 |Gambar Situasi (Site Plan) D Ada 
O Tidak Ada 

3 (Gambar Denah D Ada 
O Tidak Ada 

4 (Gambar Tampak H Ada 
O Tidak Ada 

5 |Gambar Potongan D Ada 
O Tidak Ada 

6 |Gambar Detail Arsitektur H Ada 
O Tidak Ada 

» (Spesifikasi Umum  Perampungan|U Ada 
Bangunan Gedung O Tidak Ada         

Keterangan : beri tanda v pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil 
pemeriksaan dokumen persyaratan teknis      



3. RENCANA STRUKTUR 
  

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 

1 |Data Penyedia Jasa Perencanaan D Ada 
: Struktur , 

O Tidak Ada 
2 (Perhitungan Struktur (Untuk BG 2 2 Lt I5 Ada 

dan/atau Bentang Struktur »-6 m) 
O Tidak Ada 

3 (Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk D Ada 
Bangunan Gedung » 2 Lantai) , 

O Tidak Ada 

4 1Gambar Rencana Struktur Bawah "5 Ada 

(Pondasi), termasuk detailnya , 
O Tidak Ada 

5 |Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, I- Ada 
Balok & Plat), termasuk detailnya 

  

O Tidak Ada 

6 (Gambar Rencana Struktur Atap D Ada 

(Rangka & Penutup), termasuk 
detailnya : O Tidak Ada 

7 ISpesifikasi Umum Struktur O Ada 

O Tidak Ada 

8 |Spesifikasi Khusus Struktur (jikaada) I5 Ada 

O Tidak Ada             

"Keterangan: beri tanda v pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan 
dokumen persyaratan teknis 

 



  

4. RENCANA UTILITAS 
  

  

NO 

1 

URAIAN 

Data Penyedia Jasa Perencanaan 
Utilitas 

Perhitungan Utilitas (termasuk 
Kebutuhan Air, Listrik, Limbah Cair & 
Padat, Beban Kelola Air Hujan dan 
Pemilihan Sistem) 

Gambar Sistem Sanitasi (Air Bersih, Air 
Kotor, Limbah Cair, Limbah Padat, 
Persampahan) 

Gambar Jaringan Listrik (Sumber, 
Jaringan, Pencahayaan dan 
Penghawaan Buatan 

Gambar Sistem Proteksi Kebakaran 
(Disesuaikan dengan tingkat risiko 
kebakaran) 

Gambar Sistem penangkal/ Proteksi 
Petir 

Gambar Pengelolaan Air Hujan dan 
Sistem Drainase dalam Tapak 

Spesifikasi Umum Utilitas Bangunan 
Gedung     

KETERSEDIAAN 

O Ada 

O Tidak Ada 

O Ada 

O Tidak Ada 

O Ada 

o Tidak Ada 

O Ada 

O Tidak Ada 

O Ada 

O Tidak Ada 

O Ada 

DO Tidak Ada 

O Ada 

O Tidak Ada 

O Ada 

O Tidak Ada   

CATATAN. 

  

“Keterangan: beri tanda v pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan 
dokumen persyaratan teknis 

 



M. Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

KOP SURAT PTSP 

Nomor Panen nananannannnnn anna anaanan kab/kota............... penasennanan 2016 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di- | 

tempat 

Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

...., Dengan hormat, 

    

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang 
Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut 
belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar 
kesesuaian terlampir). 

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk diperbaiki. 

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki dokumen 
rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami. 

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama 

Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala PTSP, 

sesonenasosenencaangana coco sesaresesan



  

  

LAMPIRAN 

STATUS PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. RENCANA ARSITEKTUR 

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 Data Penyedia Jasa O Sesuai 
Perencanaan Arsitektur O Tidak Sesuai 

2 Gambar Situasi / Rencana Tapak Fl Sesuai 
O Tidak Sesuai 

3 Gambar Denah O Sesuai 
O Tidak Sesuai 

4 Gambar Tampak D Sesuai 
O Tidak Sesuai 

5 Gambar Potongan U Sesuai 
O Tidak Sesuai 

6 Gambar Detail Arsitektur U Sesuai 

O Tidak Sesuai 
! 

7 Spesifikasi Umum O Sesuai   Perampungan Bangunan Gedung   O Tidak Sesuai      



    

NO 

RENCANA STRUKTUR 
  

URAIAN KESESUAIAN CATATAN 
  

Data Penyedia Jasa 
Perencanaan Struktur 

O Sesuai 

O Tidak Sesuai 
  

  

  

  

  

  

  

2 Perhitungan Struktur (Untuk BG » 2| O Sesuai 
Lt dan/atau Bentang Struktur »6 m) O Tidak Sesuai 

3 Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk| O Sesuai 
Bangunan Gedung » 2 Lantai) O Tidak Sesuai 

Gambar Rencana Struktur Bawah “O Sesuai 
4 dasi), termasuk detailnya 

(Pon 4 y O Tidak Sesuai 

Gambar Rencana Struktur Ata . 

5 (Kolom, Balok & Plat), termasu D Sesuai 
detailnya O Tidak Sesuai 

Gambar Rencana Struktur Atap , 
6 (Rangka & Penutup), termasuk 0 Sesuai 

detailnya : O Tidak Sesuai 

7  Ispesifikasi Umum Struktur O Sesuai 
O Tidak Sesuai 

, . .. O Sesuai 
8 Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)       O Tidak Sesuai     

LAMPIRAN CATATAN: 

#rernanaonunanornaneneneonagangananessenesanyurnanguunnsonugoanocununuunonangasosaKocusuangupayanenunungenun 

#0ovvnnese0enangnnoraregeraruserunanun nanas gagang nagununnanangenanenegacanuonnangonananunngaoasacooen 

#eonooveronannoeseranenunauungangurrasasnoanannaununguounuyusuayasanesoanussanganganaganganosana sasa oanaoae 

Kenenanuanneneanesanenanunnnonocaneanengauunaranaoconunonneunanneasanaguvunuunnanangonesoponevasaceruronganan 

#enesorreegunnenenganna yess sananawunavacnanasoanaresanoreconenenunnnunuasagenooerosoovenunsanauuunanuaoauuu 

Onvenannarenegeennaenn seng aneracoscoroseounnagununganagangerenusangenaunesananunnonganganososanocoogosaneoona 

#nuonnonoo0otageenenannannnaansanoraonasanupanun nanas asangasnuonassesorenurunnyannenuaneenanasonecoorooeoren 

#ocenanenengeansunganasecagagorunuanuunangannananeaauvenungagaronnanuugangnansananenoronunocovovonesoorenoae 

#e0o0ce0e0ucenanunuvannupanosocoorennarnnnanunusanasangaasovanagoeerananununanunanengnyananasngnaneeunasooe. 

 



3. RENCANA UTILITAS 
  

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 Iperhitungan utilitas yang terdiri dari 
perhitungan kebutuhan air bersih, 
kebutuhan listrik, penampungan dan 
pengolahan limbah cair dan padat, O Tidak Sesuai 
dan beban kelola air hujan 

2 Iperhitungan tingkat kebisingan 

O Sesuai 

dan/atau getaran D Sesuai 
O Tidak Sesuai 

3 Igambar sistem sanitasi yang terdiri 
dari sistem air bersih, air kotor, O Sesuai 
limbah cair, limbah padat, dan O Tidak Sesuai 

persampahan 

4 Igambar sistem pengelolaan air hujan : 
dan drainase dalam tapak H Sesuai 

O Tidak Sesuai 
5 Igambar sistem instalasi listrik yang D Sesuai 

terdiri dari gambar sumber listrik, 

jaringan, dan pencahayaan O Tidak Sesuai 

6 Igambar sistem proteksi kebakaran 
yang disesuaikan dengan tingkat 
risiko kebakaran O Tidak Sesuai 

7 |gambar sistem penghawaan/ventilasi 
alami dan buatan 

O Sesuai 

  

O Sesuai 

O Tidak Sesuai 

8 Igambar sistem transportasi vertikal DO Sesuai 

O Tidak Sesuai 

9 Igambar sistem transportasi horisontal O Sesuai 

. O Tidak Sesuai 

10 Igambar sistem komunikasi internal O Sesuai 
dan eksternal 

O Tidak Sesuai 

11 igambar sistem penangkal/proteksi | h Sesuai 
petir 

O Tidak Sesuai 

12 (spesifikasi umum utilitas bangunan | 5 sesuai 
Igedung 

O Tidak Sesuai 

  

          
  

LAMPIRAN CATATAN: 

neonoovennanenogonesnaauansuguupuenuupovanaKavuenanaunananonananoanaungangnunuaananoasasanauaapeuossonKaasanaagon 

#enenugnanenonenanuneraneeranuororararuananangenrarKessoreangonoanunguanananunasasunanunaonuuasawanuaanganan an. 

venovuuunsansunanananangangaonaserasanpanosanpeengnannasauuangusguosanunaapanssnuanananusanuunavusaananunaana 

onoononernoenereapovenasaenaneranuaanangununaseauaserunsaresuseaganuansonpaenusonenunareKapanvanenuvananananaaag 

peroreonenpansaperosnagne na sense songsacosrogonocanporongna0enesenoovananaKoonsagerensanag songo coena
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N. Surat Pertimbangan Teknis oleh TABG 

KOP SURAT DINAS TEKNIS TERTENTU (TABG) 

Nomor | nan ennannnnananananananNananan Kab/Kota................ | sananananan 2016 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 

Dinas Teknis 

di- 

tempat 

Perihal : Pertimbangan Teknis 

-- Dengan hormat, 

  

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang 
diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut 
SUDAH/BELUM") memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan 
gedung (daftar kesesuaian dan catatan terlampir). 

Berdasarkan pengkajian tersebut, maka dokumen rencana teknis pada permohonan 
IMB yang diajukan kami kembalikan ke PTSP untuk ditindaklanjuti. 

Demikian surat pertimbangan teknis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan 
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung, 

  

sapesovamuonusurn esa eeeosaverecanungan 

“) Coret salah satu



. 
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LAMPIRAN 
STATUS PENGKAJIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS 

1, DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 
  

  

  

  

" NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 IKesesuaian Fungsi/Klasifikasi Bangunan O Sesuai 
Gedung Terhadap Peruntukan Lokasi 

O Tidak Sesuai 
2 IKesesuaian Luas Lantai Dasar Bangunan D Sesuai 

Gedung Terhadap KDB Maksimum 
- IO Tidak Sesuai 

3 IKesesuaian Total Luas Lantai Bangunan Kb Sesuai 
Gedung Terhadap KLB Maksimum 

O Tidak Sesuai 

4 IKesesuaian Total Luas Daerah Hijau D Sesuai 
Terhadap Persyaratan Minimum 

O Tidak Sesuai 

5 |Luas Lantai Basement Terhadap KTB D Sesuai 
Maksimum 

U Tidak Sesuai 

6 (Kesesuaian Total Jarak Bangunan o Sesuai 
Gedung Terhadap GSB Maksimum o Tidak Sesuai 

| 
2. RENCANA ARSITEKTUR 

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 (Data Penyedia Jasa Perencanaan DO Sesuai 

  
Arsitektur 

2 |Gambar Situasi / Rencana Tapak , 

3 Gambar Denah 

4 (Gambar Tampak 

5 i Gambar Potongan 

6 |Gambar Detail Arsitektur 

7 |Spesifikasi Umum Perampungan   Bangunan Gedung 

O Tidak Sesuai 

O Sesuai 

O Tidak Sesuai 

O Sesuai 

D Tidak Sesuai 

D Sesuai 

O Tidak Sesuai 

O Sesuai 

O Tidak Sesuai 

O Sesuai 

O Tidak Sesuai 

O Sesuai       
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3. RENCANA STRUKTUR 

No | URAIAN I KESESUAIAN | CATATAN 
1 |Data Penyedia Jasa 

O Sesuai 
Perencanaan Struktur 8 

O Tidak Sesuai 
  

2 (Perhitungan Struktur (Untuk BG » 2 Lt Os i 
dan/atau Bentang Struktur » 6 m) esual 

U Tidak Sesuai 
  

3 (Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk 
Bangunan Gedung » 2 Lantai) O Sesuai 

” Io Tidak Sesuai 
  

4 |Gambar Rencana Pondasi, termasuk O Sesuai 

  

detailnya 

O Tidak Sesuai 

5 |Gambar Rencana Kolom, Balok& Plat, Ih sesuai 
termasukdetailnya 

O Tidak Sesuai 
  

6 |Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka 
O Sesuai 

& Penutup), termasuk detailnya 

  

  

  

O Tidak Sesuai 

7 ISpesifikasi Umum Struktur O Sesuai 

O Tidak Sesuai 
8 ISpesifikasi Khusus Struktur (jika ada) O Sesuai 

O Tidak Sesuai             
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4. RENCANA UTILITAS 

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 Perhitungan utilitas yang terdiri dari 
perhitungan kebutuhan air bersih, O Sesuai 
kebutuhan listrik, penampungan dan , , 
pengolahan limbah cair dan padat, O Tidak Sesuai 
dan beban kelola air hujan 

2 (Perhitungan tingkat kebisingan D Sesuai 
dan/atau getaran $ 

O Tidak Sesuai 
3 IGambar sistem sanitasi yang terdiri 

dari sistem air bersih, air kotor, Oo Sesuai 
limbah cair, limbah padat, dan O Tidak Sesuai 
persampahan 

4 |Gambar sistem pengelolaan air hujan D Sesuai 
dan drainase dalam tapak 

O Tidak Sesuai 
S |Gambar sistem instalasi listrik yang : 

terdiri dari gambar sumberlistik, — | 9 Sesuai 
jaringan, dan pencahayaan O Tidak Sesuai 

6 |Gambar sistem proteksi kebakaran O Sesuai 
yang disesuaikan dengan tingkat , , 
risiko kebakaran O Tidak Sesuai 

7 (Gambar sistem penghawaan/ventilasi | 5 Sesuai 
alami dan buatan , . 

O Tidak Sesuai 
8 |Gambar sistem transportasi vertikal O Sesuai 

O Tidak Sesuai 

9 |Gambar sistem komunikasi intern D Sesuai 
dan ekstern , . 

O Tidak Sesuai 
10 |Gambar sistem penangkal/proteksi O Sesuai 

etir 
P O Tidak Sesuai 

11 |Spesifikasi umum utilitas bangunan DO Sesuai 
gedung 

O Tidak Sesuai         
  

  

LAMPIRAN CATATAN: 

"anna aan Maan e kekanan kanan un kanan nano ekagekennanene ane soun nana gaganan nun neasap aa nan angen anagaan 

#0000nvereanankeneenkernkenenkunanun an ueaa kena kena gann o aras eosenyanuenekangsunpunuesena gen ena gen one ato oeoevennana amen 

"e0nat nenen aaneanananeeneanseeunen nu nna ngan aanepanunNanan an kenanannun anang nenas ena gann asas an ananuananayana nana 

"entetaaoanennnn akan nnnana rena eneran anakan ekennkenkennuanaaa naa en nana ageng kanan una nana neneanganansavanna gan gan 

"rn 00000nerununreaeaunakerasekaananenekan gak konawunerenuanagang en aguang nan eogunu genangan aa nan enagana pan ua nan anus a0a 

Se tennranennekekanunen kan neneennnennan gan so kene ena nana aa an Ona sana na nen san gana tenan nan ganas oo eannnuuuanun an esosoa 

Gevanunenenanntnneene naa ungenaaaanen nun nre one asu reakana an nanennang enakan uan ae ea nan uuu as enua una nga ganannnsanan 
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O. Rumus penghitungan besarnya retribusi 
1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : LxIx 1,00 x HSeg 
2. Retribusi rehabilitas/renovasi bangunan gedung : Lir x Tk x HSeg 
3. retribusi prasarana bangunan gedung :Vvx1x 1,00 x HSpog 
4. Retribusi rehabilitas prasarana bangunan gedung , vxIx Tx x HSpbg 

- Keterangan : 

L 2 luas lantai bangunan gedung 
V - Volume/besaran (dalam satuan m?, m,unit) 
I 3 indeks 
It -indeks terintegrasi  - 
Tk - tingkat kerusakan 

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 
0,65 untuk tingkat kerusakan berat 

HSbg  - harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya satu tarif tiap 
satu kabupten/kota) 

HSpvg - harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 
1,00  - indeks pembangunan baru 

P. Komponen Retribusi Dan Penghitungan Besarnya Retribusi 

  

  NO. JENIS RETRIBUSI PENGHITUNG BESARNYA RETRIBUSI 

1, Retribusi pembinaan penyelenggaraan gedung 

a. Bangunan Gedung 

1) Pembangunan bangunan gedung baru Luas BG x Indeks Terintegrasi "x 1,00 x HS retribusi 
2)  Rehabilitas / renovasi bangunan gedung, a) Rusak sedang Luas 8G x Indeks Terintegrasi "'x 0,45 x HS retribusi 

. meliputi : perbaikan/perawatan,perubahan, b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi" x 0,45 x HS retribusi 
. perluasan/pengurangan. 

3) Pelestarian / pemugaran 3) pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi " x 0,65 x HS retribusi 
. b) madya Luas BG x Indeks Terintegrasi "x 0,45 x HS retribusi 

. c) utama Luas BG x Indeks Terintegrasi "x 1,00 x HS retribusi 
b. Prasarana Bangunan Gedung 

1) Pembangunn Baru | Volume x Indeks "x 1,00 x HS retribusi 
2) Rehabilitasi a) Rusak sedang Volume x Indeks “ x 0,45 x HS retribusi 

b) Rusak berat Volume x Indeks "x 0,65 x HS retribusi 
2. Retribusi administrasi IMB Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses 
3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan / 

pencetakan formulir per set 

   
:, Catatan "indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter 

HS : harga satuan retribusi , atau tarif retribusi dalam rupiah per-m' dan atau rupiah persatuan 
volume 

 



so. 

« 

“ 
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O. Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk 

. Bangunan Gedung 

  

  

  

  

  

  

Fungsi Klasifikasi 

. Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Inde Parameter indeks 

1 2 3 4 4 6 7 8 
1. Hunian 0,05 /0,5 ”) 1." Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1. Sementara jangka pendek 0,40 
2. Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana 0,70 2. Sementara jangka 0,70 
3. Usaha 3,00 Cc. Khusus 1,00 menengah 
4, Sosial dan 0,00/1,00””) 2.  Permanensi 0,20 a, Darurat 040 3. Tetap 1,00 

budaya b. Semipermanent 0,70 
5. Khusus 2,00 Cc. Permanen 1,00 
6. Ganda / 4,00 a. Rendah 0,10 

campuran 3. Resiko 0,15 b. Sedang 0,20 

kebakaran Cc. Tinggi 0,40 

a. Zonal/ minor 0,50 
4. Zonasi 0,15 b. Zona Il / minor 0,70 

Gempa Cc. Zona Ill / sedang 1,00 
d. Zona IV /sedang 0,40 
e. Zona v/ kuat 0,70 

f. Zona VI /kuat 1,00 

a. Renggang 0,40 

b. Sedang padat 0,70 
5. Lokasi 0,10 Cc. Padat 1,00 

(kepada 
tan 

| bangun 

an 

gedung) a, Rendah 0,40 

" . b. Sedang 0,70 
. - 6. Ketinggi 0,10 c. Tinggi 1,00 

. an 

bangun 

an a. Negara/yayasan 0,40 
- " gedung 0,05 b. Perorangan 0,70 

7.  Kepemil . Cc. Badan usaha 1,00 

ikan swasta 

Catatan :. 

1.  “Jindeks 0,05 untuk tinggal tunggal meliputi rumah Inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret 

sederhana. 

2. “Jindeks bangunan 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan 

jasa usah 

3. Bangunan gedung, atau bangunan bagian gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/permukaan air, prasarana, dan 
sarana umum diberi indeks penggali tambahan 1,30 

 



- . 
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R. Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk 

Prasarana Bangunan Gedung 

  

  

  

. - No JENIS PRASARANA BANGUNAN PEMBANGUNAN RUSAK RUSAK 1 
- BARU BERAT SEDANG 

. 1 2 3 4 5 6 7 

- 1. Konstruksi Pembatas a.Pagar 1,00 0,65 0,45 0,00 
b.Tanggul / retaining wall 

. c. Turap batas kavling/persil 
Konstruksi penanda masuk lokasi a.Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00 

| b.Lapangan upacara 
Konstruksi perkerasan Cc. Lapangan olahraga terbuka . 

a.Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00 
Konstruksi penghubung b.Box culvert 

a.Kolam renang 1,00 0,65 0,45 0,00 
b.Kolam pengolahan air 

Konstruksi kolam/reservoir C. Reservoir di bawah tanah 
bawah tanah —— 2. Menara antena 1,00 . 0,65 0,45 " 0,00 
Konstruksi menara b. Menara reservoir 
Konstruksi monumen c..Cerobong 
Konstruksi instalasi / gardu a. Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00 

b. Patung . 
Konstruksi papan nama a. Instalasi listrik 1.00 0,65 0,45 0,00 

b. Instalasi tlepon / komunikasi 

C. Instalasi pengolahan 

a. Billboard 1,00 0.65 0,45 0,00 
b.Papan iklan 

c. Papan nama (berdiri snediri 

atau berupa tembok pagar) 

  

  

Catatan: 1.  : indeks 0,00 untuk prasarana gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan kantor 

milik Negara, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha 

2.RB -Rusakberat 

3.RS - Rusak Sedang 

. : 4. jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung dittapkan oleh 

pemerentah daerah. 
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S. Format Kelengkapan Dokumen IMB 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSIKABUPATEN/KOTA.... .... .. 

& , KEPUTUSAN GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 

5 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.. casino... NOMOR. sesama 

TENTANG 

: IZINMENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG GUBERNURIBUPATIWALIKOTA 

PROVINSY/KABUPATEN/KOTA......... temna8 

    

   

    

Membaca Permohor 

Nomor intenya daa    
Nama 15) NU... 

    

    

  

Alamat TR 2 $ NN, 

untuk rehabilitasi/ 

2 bangunan 
| 

& Fungsi b aral, dingska $ $ « MENNNNNNNR naa 

Jenis bangunan gedung 

Nama bangunan gedung 

Luas bangunan gedung : 

Diatas tanah (hak atas tanah) : 

Luastanah 

Atas nama/Pemilik tanah 

Terletak di 

8 Menimbang Bahwa setelah memer ksa (mencataUmeneliti), mengkaji, dan menilaevaluasi 
serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan 

ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134): 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125): e 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan



Menetapkan 1. 

Is
) 

, 
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Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83): 

. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
. NOMOF.......o Wo... Tahun........... tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung: 

. " 5. Peraturan DaerahProvinsiKabupatenKota .... oi. Nomor 
- a» TANUN oran tentang Bangunan Gedung: 

" 6. Peraturan Daerah Provins'Kabupaten/Kota...............oWo.oo js 

5 NOMOF.............. TAMUM...o.ooco.. tentang Bentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 

. DPRD Provinsi'Kabupaten/Kota........ oo. : 

7. Keputusan Gubemur/Bupati/Walkota Provinsi!Kabupater/ 

Kota... oo oo... m—ooocoo.iNOM1Okkee son gsagan Tahufnnsinss peranan 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Menanam aa atas (instansi teknis pembina penyelenggaraan 
bangunan gedung). 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 
Perkotaan 2 BS MaMMsNaN ss ea ane 235 
:dan 

DH — KEBINAAIA) oo con onene mane Selana Dieta mna 

Memperhatikan Pertimbangan dari : 

Into rimMikMI isa    
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada : 

Nama pemohon 

Atas nama pemilik 
. bangunan gedung 

Alamat 

Untuk Mendirikan bangunan gedung baru/ rehabilitasil 
renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan 

gedung. sebagaimana dijelaskan dalam gambar 
siltuasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi 
gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan 
gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan 
elektrikal), pembekuan dan pencabutan 1MB 

Lampiran cc. dan penghitungan besarnya 

retribusi IMB Lampiran d Keputusan ini: 

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana 
dimaksud. dalam Lampiran d. Keputusan ini sebesar : 

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan RpPbana singa 
bangunan gedung. 

b. Retribusi administrasi 1MB. ") Rea



. 

“ 

. 
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C.  Retribusipenyediaan formulir. 

  

Jumlah 
anemia mna aan 

(Terbilang 

“) Untuk perubahan 1MB atas permintaan pemlik. 

3. Lampiran Keputusan ini merupakan'satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini: 

4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian: 

5. Salinan Keputusan inidiberikan kepada yang berkepentingan: dan 

6.  Keputusanini mulaiberlaku sejak tanggal diterbitkan, 

o 

DITETAPKAN 01 

PADA TANGGAL 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
W (|     

  

bangunan 

gedung). 

.. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:



Model Peraturan Bupati/Walikota Tentang 1MB,SLF,TABG & Pendataan Bangunan Gedung 

Lampiran a 
Keputusan Gubernur/Bupati!Walikota 
Provinsi/Kabupaten/Kota.......................... 

NOMOF Lu... KW. Tanggal... . 

FUNGSIDAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Fungsibangunangedung SOSIAL DAN BUDAYA 

  

Jenis bangunan gedung RUMAHSAKIT 

Nama bangunan gedung RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI 

Atas nama/Pemilik YAYASAN HIRASHIPAS 

Indeks 

1000 BANGUNAN GEDUNG 

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 

1110 Pembangunan baru 1,00 

1200 FUNGSI 

1240 Sosial dan Budaya / Rumah Sakit 1,00 

1300 KLASIFIKASI 

1310 Kompleksitas 0,25 

1313 Khusus 1,00 

1320 Permanensi 0,20 

1323 Permanen 1,00 

1330 Risiko kebakaran 0,15 

1332 Sedang 0,70 

1340 Zonasi gempa 0,15 

1343 Zona III/ sedang 0,70 

1350 Lokasi(kepadatan bangunangedung) 0,10 

1352 Sedang 0,70 

1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10 
1362 Sedang 0,70 

1370 Kepemilikan 0,05 

1373 Badan Usaha 1,00 

  

1400 WAKTU PENGGUNAAN 

1430 Tetap 1,00
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Lampiran b 

Keputusan Gubernur Bupati/Walikota ProvinsiKabupaten 

KOfah.eon wanna NOTION sisir Tanggal.....»—e..o.moo.o. 

    

  

GAMBAR SITUASI 

o 

| 

PETASITUASISKALA 1:1000 

RT/RKIRW PERMOHONAN DARI 

KELURAHAN/DESA "LOKASI 

KECAMATAN LUAS TANAH 

KABUPATENKOTA NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH 
  

NOMOR BERKAS : 

LOKASI YANG DIRENCANAKAN 

    PETA IKHTISAR SKALA 1:20.000 
  

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA 
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA 
 



  

Model Peraturan Bupati/Walikota Tentang 1MB,SLF.TABG & Pendataan Bangunan Gedung 

Lampiran c 

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota 

Provinsi/Kabupaten/Kota...................o... NOMOF Lio... 

Tanggal..........Wooo.oo 

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG 

1. Syarat-syarat. 

a. 1MB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitun£ 
sejak peringatan ketiga atas-pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak 
melakukan perbaikan. 

1MB dicabut jika dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender terhitun£ 
sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak 
melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan. 

2. Catatan Perkembangan 1MB. 

a. 

b 

Cc. 

d 

Dibekukan pada tanggal 

Dicabut pada tanggal 

Dipecahkan pada tanggal 

Lain-lain 

OTTETAPKAN 01 

PAOA TANGGAL 
GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA 
PROVINSIKABUPATEN/KOTA................ 

atau 

Tembusan Keputusan ini disampaikan OITETAPKAN 01 
kepada Yth. : PAOA TANGGAL 

  

Denata nasa beneran AN, GLIBERNURIBUPATIAWALIKOTA 
Mere nenet anna nnaN nam annkannnnanaa PROVINSVKABUPATEN/KOTA..........oo. 

KEPAUOINAS 
"ocouuesapo ceres engun saga upnuun Kasam



“ v 
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Lampiran d 

Keputusan Gubernur/Bupati!Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.............................. 

NOMOF LL... en nana Tanggal...” 

" PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSIIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG 

. Fungsibangunan gedung SOSIAL DAN BUDAYA 

Jenis bangunan gedung RUMAHSAKIT 

Nama bangunan gedung RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI 

Atas nama/Pemilik YAYASAN HIRASHIPAS 

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDI RIKAN BANGUNAN GEDUNG 
BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI 

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dirrfaksud. 

1000 BANGUNAN GEDUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN 

    

GEDUNG 

1100 LINGKUPPEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN 

1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 170 

200 FUNGSI 2210 Konstruksipembatas 

1240 Sosialdan Budaya /Rumah 1,00 221.” Turap 
Sakit 

1300 KLASIFIKASI 2220 Konstruksipenanda masuk 

1310 Kompekksitas 0-5 222” Gerbang . 1,00 

1313 Khusus 1,00 2230 Konstruksi perkerasan 

1320 Permanensi 0,2 223.” Parkir dan jalan 1.00 

1323 Permafen 1,00 2240 Konstruksipenghubung 

130 Risiko kebakaran 0,15 224.” Box culvert 1.00 
" 1332 Sedang 0,70 2250 Konstruksikolam/reservoir 

oi bawah tanah 

1340 Zonasigempa 0,15 225.“ Waste water treatment plant 1,00 
" 1343 Zona ViKuat 0,70 2260 Konstruksimenara 

1350 Lokasi(kepadatan 0,10 226.” Water tower 1.00 

bangunan gedung) 2290 Konstruksireklame papan 
nama 

1352 Sedang 0.70 229” Papan nama 1.00 

1360 Ketinggian bangunan 0,10 
gedung 

1362 Sedang 070 

1370 Kepemilikan 0,05 

1373 Yayasan 0.40 

1400 WAKTU PENGGUNAAN 

1430 Tetap 1,00 

b. Indeks terintegrasibangunan gedung: 

1,00 X (0,25 X 1,00)#40,20 X 1,00)40,15 Xx 0,70) xf0,15 X 0,70) (0,10 X 0,70)40,10 x 

0,70)- (0,05 x0,40)1x 1,00 - 0,82



To. 

“ 
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2. PERHITUNGAN BSARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG 
a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung : 

  

  

1000 Bangunan gedung Lm'x0,827 x 1,007 x HS retribusi "#4 Rp se. cocooooceenuenuasan 
2000 prasaran Bangunan gedung 
221." Turap p mM x1,00”x retribusi” ....... RP. asesor ranturaaanan 

: 222.” Gerbang h mx 1,004" x retribusi" "7 ......... Rp sar censenenennaaan 
223." Parkir dan jalan h Mx 1,00" x retribusi" "" ........ Rp sen nneanenrtennananaaann 
224." Box culvert 13 m,x 1,00” x retribusi?" ......... Rp sen nnananntannennaann 
225." Waste water treatment plant LL m x1,00”7 x retribusi"”" L....... Rp san... penatenannsananan 
226." water tower n unit x 1,00” x retribusi" ......, RP sera serererssnnnnanan 
229.” papan nama n unit x 1,00” x retribusi" "7 ....... Rp senam terenennnaratana 

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri) 
b. Retribusi penyediaan formulir .....oooocoocoocooooo.o. RP ed denenenengangga nana ananananan t 

Jumlah ....ocoo oem eeranenananaaan kena reretegnenan eta aantanan prnasatentananan sernntann RPrrnsanetana nana 
(Terbilang 3 ....oooocooooooo pnnrtennssaLananeenn santana JAN A AN PA NE APEN ANE N AN PANEEE ERA NA ANA RAN EPA ) 

“) nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda 

“) indeks untuk pembangunan baru - 1,00 
va) harga satuaan retribusi sesual dengan harga satuan yang di tetapkan oleh pemda 

Penannana nan an ear anakanak nenas 2007 

KEPALA BIDANG “oo ooeenentantanaananan KEPALA SEKSI... oom 

NIP na ananenannananenn ena naa NIP. and agan antenna ae ea aa 

BUPATI/WALIKOTA na enannnnananaa , 

TTD 

NAMA LENGKAP BUPATI/ WALIKOTA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA so... 

NOMOR ..oocome sewa TAHUN .... 

TENTANG 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT 

LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN 

PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

FORMAT KELENGKAPAN SERTIFIKAT 

LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

A. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung 

| Sural ranah | 

IMB 

PEMERIKSAAN 
DOKUMEN dam 

KI ADMINISTRATIF ! 

Lain-lain 

As built dravangs 

SELEKSI 
DOKUMEN — 
PELAKSANAAN 

am an Surat Parmohonan s Surat Koordinasi | Lhr Pangesanan 
ra PEMERIKSAAN!/ 

£ & N Bah . PERMOHONAN KOORDINASI PERSETUJUAN! : 
(BG 3 SP/Rekomendasi |. PENERBITAN 
: ESAI PERSYARATAN - 
(3 "7 TEKNIS an SP 

  

    

   

INSTANSI PENGESAHAN 

TERKAIT M SP/REKOM   

   
       

    
  

   
         

  

  

   
   

AN 1 : ! 2 | Lagian | 

g S2 PEMERIKSAAN 
: Ha Daftar Simas 0 OLEH INSTANSI Rakomendasi 

TERKAIT 
J 3 PENGESAHAN 0 Dale. Simak 
J DAFTAR 0 va PENGESAHAN 
, Tideis | SIMAK 0 DAFTAR 

: SIMAK 
J |pereaian 1 p. Its 
1 0 | Soooooooo PERBAIKAN/ 
, | 1 PENYESUAIAN 

saat #.ocooo.cocor . .. | .rendoeruotorapgena 

J Rakamendasi 1 

J Daftar Simak | 

PEMERIKSAAN/ L 
ha 5 PENGWIANKELAT Doh MUA: 

KAN FNGS OLEH m Sio PoRyAan at 
0 NM INTERNAL benang Kapak, KAT ALAN PO Uti al 

Dasanggnng jarakp dd BIAN Pang IDUane     
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B. Contoh Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 

DAFTAR SIMAK 

.me-ELEMEI'.I STRUKTURAL 

10. 

  

11. 

Lokasi: 
  

Bagian: 

Panjang (my : 

Bahan bangunan : 

Tipe 

Kerusakan 

Garis 

Retak struktur 

Retak permukaan 

Heaving i 

Leaks 

Settlement 

Sill plate rot 

Kondisi menyeluruh 

3. Tahun dibangun : 

- Tinggi rata-rata : 

O Blok beton Oo 

(O Batu bata Oo 

Oo Lain-lain 

) Basement 0 (.rawi spece 0 Slab 

Tidak ada Kecil Sedang Besar 

D
0
 Oo
 

D
S
L
O
0
0
0
0
 

D
V
 

Sedang 

S
O
L
O
 

Sangat baik 

Estimasi sisinnasa manfaat (tahun): 

Kesimpulan :. 
  

  

  

Pemeriksa : 

Nama 

(tanda tangan) Tanggal: 

Disetujui, 

p.olarragung 
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  C. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan F ungsi 
Cr 

  

€ Formulir SURATPERNYATAAN 
peveantan | PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI Provinsi | BANGUNAN GEDUNG KABUPATENKOTA 

Halaman: 12 

Nomor Surat Pernyataan 
Tanggal 

Pada hari 1. beetenuneee tanggal ....ii...... DUIAN Lana tahun 
pennnnnnannanaaaaaan , yang bertanda tangan di bawah ini, 

D Penyedia jasa PengawasanMKiinstansi teknis pembina penyelenggaraan 
bangunan gedung" 

a. Nama penanggung jawab 
b. Nama perusahaar'instansi teknis" 

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada 

1. Bangunan gedung 
Fungsi utama 
Fungsi tambahan 
Jens bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 

Nomor pendaftaran bangunan 
gedung 

  

0 
a
n
o
n
 

2. Lokasibangunan, gedung 
a. Kampung 
b. Kelurahan'desa 

C. Kecamatan 

d. Kabupaten/kota 
e. Provinsi 

f. Alamat lokasi terletak di 

3. Permohonan 

a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi : Nomor........ tanggal......... 
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor........ tanggal ........ 

Perpanjangan ke 

Dengan ini menyatakan bahwa 
1. Persyaratan administratif 
2. Persyaratan teknis 

a. Fungsi bangunan gedung 
b. Peruntukan 
Cc. Tata bangunan 
gd. Kelaikanfungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/ 

: Laik fungsi sebagian" 
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Halaman : 212 

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak 
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir. 

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh 
pemilikilpengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau 
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. 

Selanjutnya pemiliklpengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan 
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional. 

peatatataata pennnnenaneea ne manaatannnn. 2007 

Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda" 
selaku Penanggung Jawab 

(Tanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- 
| dan stempe'cap perusahaan) 

  

0. Disetujui, 
. , PEMERINTAH PROVINSYKABUPATEN/KOTA 

DINAS 
pevoenoarangenun sun sange erunu 

"teman ena kanan anyer ennana Konon aanune naa anea nanang en naa yana angen gan nana asep enam 

NIP ananakamag 

  

KETERANGAN “ Dipilih yang sesuai dengan permohornan dan caret yang tidak sesuai, jika 
pengisian secara manual. 
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).      
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D. Contoh Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung 

Formulir 

pemermtan | PENIIMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN 
Provinsi | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI KABUPATENKOTA 

BANGUNAN GEDUNG 

Halaman : 1/2 

Kopada 
Yth. : Gubernur/Bupati/Walikota. .......o.oooco.moo—. 
di. anon oconoomennn mantan snn ema 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

O Pemohon 

a. Nama pemohon o 

b. Jabatan pemohon 

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 
Gedung Nomor bee. tanggal Kanaan aan 
dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Laik 
Fungs#Perpanjangan Sertifikat Laik Fun si" bangunan gedung. 

  

untuk dan atas nama 

O Pemilik 

a. Nama pemiliklinstansi atau perusahaan 
b. Alamat kantor 

Nomor telepon 
Nomor facsimi11e 

- E-mail 
C. Penanggung jawab kegiatan 

untuk: 

1. Bangunan gedung 
Fungsi utarna 

Fungsi tambahan 

Jenis bangunan gedung 

Nama bangunan gedung 
Nomor pendaftaran bangunan 
gedung 

D
O
D
 

  

2. Lokasi bangunan gedung 
Kampung 

Kelurahan'clesa 
Kecamatan 

Kabupaten/kota a
p
p
 

Halaman « 90
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Halaman 2/2 

e. Provinsi 
. f. Alamat lokasi terletak di 

3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungs'Perpanjangan 
Sertifikat Laik Fungsi" bangunan gedung ini 

v Fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung (1MB) termasuk 
lampirannya. 
As-buiit drawings 

Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait 
Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 
Gedung 

e. Lain-lain........... 

o
p
 

9 

Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan Sertifikat Laik 
Fungsi" bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana 
ketentuan yang berlaku. 

  

peranan. 2007 

Pemohon 

semu Jabatan pemohon) 

NIP. 2. nannnntenenntnanan 
(untuk pemohon dari instansi pemerintah) 

Tembusan kepada : 
1. Yth. Kepala Dinas............. (instansi teknis pembina penyelenggaraan 

bangunan gedung) 

  

KETERANGAN -“ Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika 
pengsian secara manual. 
Jika menggunakan software, yang tiak dipilih didelete (hapus). 

" Halaman -91
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E. Bagan Tata Cara Pemeriksaan Berkala 

 manuaL 
| PEMELIHARAAN    

Daftar Simak 

PEMERIKSAAN 
DOKUMEN Lap Catatan 

—“Jeomustrasi Ph 

| — PEMELIHARAAN 
Laporan Ansisis Lap'SP Rekom 

( V —3 ANAUSIS/ PENYUSUNAN -. 
-—-. 

lomanraat! EVALUASI ILAPORAN L 
Na /I (— (tancatatan ) 

4 

LI PERAWATAN 

    

    

4 

  

  

  

  

      Daftar Simak     | PEMERIKSAAN! : nm 
Ll PENGUJIAN DOKUMEN 
N PERSYARATAN "RENCANA TEKNIS 

TEKNIS. . PERAWATAN 

TEA. 
» Seng Pumattas 

  

“ Halaman -92
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F. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala 

Formulir 

seveantaa | SURAT PERNYATAAN 
pRovinsi | PEMERIKSAAN BERKALA 

KABUPATENKOTA | BANGUNAN GEDUNG 

Halaman :1/2 

Nomor Surat Pernyataan 
Tanggal 

Pada hari Ini... tanggal ...........bUIAN oo. tahun 
Hee, yang bertanda tangan di bawah ini, 

D Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedungjinstansi teknis 
pembina penyelenggaraan bangunan gedung” 

a. Nama penanggung jawab 
b. Nama perusahaan/instansiteknis" 

telah melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan gedung pada 

1. Bangunan gedung 
Fungsi utama 
Fungsi tambahan 

Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Nomor pendaftaran bangunan 
gedung 

  

0 
A
0
0
u
 

2. Lokasi bangunan gedung 
a. Kampung 

. b. Kelurahan/desa 
Cc. Kecamatan 
d. Kabupaten/kota 

. e. Provinsi 

| f. Alamat lokasi terletak di 

3. Permohonan 

a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi : Nomor......tanggal............. 
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi : Nomor.....tanggal ............. 

Perpanjangan ke 

Dengan ini menyatakan bahwa 
1. Persyaratan administratif 
2. Persyaratan teknis 

a. Fungsi bangunan gedung 
b. Peruntukan 
c. Tata bangunan 
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/ 

Laik fungsi sebagian” 

  

- Halaman -93
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Halaman : 2:2 

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak 
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung terlampir. 

Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemilikipengguna 

bangunan gedung melakukan pemeliharaan/perawatan" seperti pada daftar 
terlampir."" 

Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan 

pemilikipengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau 
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian." 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional. 

penatatannaan pesan anannnn anakan aan 2007 
0 

Penyedia Jasa Pengkajian Teknis Konstruksi 
Bangunan Gedung/ Petugas Pemda" selaku 

Penanggung Jawab 

  

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- 

dan stempel/cap perusahaan). 

Disetujui, 

PEMERINTAH PROVINSYKABUPATEN/KOTA..............ooo onani 
. DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) 

KETERANGAN Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan caret yang tidak sesuai, jika 

pengisian secara manual. 
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih dide/ete (hapus). 
Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi sebelum perbaikan 
dilakukan Uika ada perbaikan). 

““ Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi setelah perbaikan 

dilakukan, atau jika tidak ada perbaikan. 

  

Halaman -94
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“ 

G. Bagan Tata Cara Perpanjangan SLF Bangu.nan Gedung 

Lagicitan pmiinaraar 

Lapicitan perawatan 

i PEMERIKSAAN 

    
   

  

             

   

  

  

    

Ni | BERKALA | 

" ae | | Surat Permohonan || Surat Koordinasi (ih Pensesahani 
“BB : . PDIMANE AAT'o PEMERIKSAANI SPRokomendan | PERMOHONAN — |! KOORDINASI — || PERSETUJUAN! 

KAN x Y PERPANJANGAN: INSTANSI zj PENGESAHAN 
. No: 'PERSY, TEKNIS & P &F “TERKAIT 
& Saha 2 ADMINISTRATIF 3 i mnmnan mgmo——— 

3 - Lapor ad 

2 - PEMERIKSAAN : M Daftar Sunak per OLEH . 

: ' PENGESAHAN $ INST TERKAIT AN Kemosatas 

: " DAFTAR SIMAK : : ae ale Sina 
: Lan momen 3 PENGESAHAN 
1 h 3 DAFTAR SIMAK 

bi $ 
: 1 ' 

4 

3x PERBAIKAN | : PERBAIKAN! 
Dscarcooe PENYESUAIAN 

Hangman: 

P3 dag Bernyatam 

0me00cp2c0 MEERAR, Kitona Pa daan 
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H. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 

Formulir 

am | SURATPERNYATAAN 
#ouwsi | PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI 

@erarNkorA | BANGUNAN GEDUNG 
. Halaman :112 

Nomor Surat Pernyataan 
Tanggal 

Pada hari ini, Lo. tanggal ..............DUIAN oom tahun 

knnnnnnnanananaannaaa , yang bertanda tangan di bawah ini, 

D Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis 

pembina penyelenggaraan bangunan gedung" 
a. Nama penanggung jawab 
b. Nama perusahaan/instansi teknis" 

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada 

1. Bangunan gedung 

a. Fungsi utama 
b. Fungsi tambahan 

C. Jenis bangunan gedung 
d. Nama bangunan gedung 
e. Nomor pendaftaran bangunan 

gedung 

  

2. Lokasi bangunan! gedung 
. Kampung 

Kelurahan/desa 
Kecamatan 
Kabupaten/kota 

Provinsi 

Alamat lokasi terletak di To
 
a
0
0
 

3. Permohonan 

a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor......tanggal ............. 

b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi : Nomor......tanggal............. 
Perpanjangan ke 

  

Dengan ini menyatakan bahwa 
1. Persyaratan administratif 
2. Persyaratan teknis 

a. Fungsi bangunan gedung 
b. Peruntukan 
C. Tata bangunan 

d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/ 

Laik fungsi sebagian" 
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Halaman : 212 

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak 
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir. 

Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan 

. pemilikipengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau 
- gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian. 

Selanjutnya pemiliklpengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan 
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional. 

' Penyedia Jasa Pengkajian Teknis Konstruksi 
. Bangunan Gedung/Petugas Pemda" selaku 

Penanggung Jawab 

  

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- 
dan stempel/cap perusahaan) 

Disetujui, 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........oooooooo Wo 
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) 

- KETERANGAN -“ Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan caret yang tidak sesuai, jika 
(w pengisian secara manual. 

Jika menggunakan software, yang tidak dipilih dide/ete (hapus). 
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I. “Dokumen SLF bangunan gedung 

: D Oo K u M E N 

  

      

  

Nomor SLF 

Tanggal 

Atas nama/Pemilik 

Nomor Bukti Kepemilikan 

Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 

€ : Nama bangunan gedung 

Lokasi 

- PEMERINTAH PROVINSIKABUPATEN/KOTA “.oeooooooooooooooocooo oom. 
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PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA 
nun ruuureoranagan murat. 

| SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI 
" Nomor LL. GUBERNURJBUPATIIWALIKOTA 

PROVINSYVKABUPATEN/KOTA .......... 

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung/Rekomendasi 

Nomor 2... 1. Tanggal ............. 

menyatakan bahwa: 

Nama bangunan gedung 

Jenis bangunan gedung 

  

Fungsi bangunan gedung 

Nomor BuktiKepemilikan 

| Nomor 1MB 

Atas nama/Pemilik bangunan gedung 

Lokasi 

- sebagai 

€ LAIKFUNGSI 

seluruhnya/sebagian 

sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini. 

Surat Keterangan ini berlaku sampai 5/20 tahun sejak diterbitkan. 
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SLF 
Lampiran a 

LEMBAR PENCATATAN DATA TANGGAL 
PENERBITAN DAN PERPANJANGAN 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

Fungsibangunan gedung - Lokasi 

Jenis bangunan gedung 

Nama bangunan gedung Luas bangunan gedung 

  

  

Atas nama/pemilik Luas tanah 

NO. NOMOR LINGKUP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI! 
URUT | TANGGALSLF | sir SELURUHNYA SEBAGIAN 
  

(Diisidata luas. blok dsb). 

            
  

Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SuralKeterangan Bangunan Gedung CATATAN 
Laik FungsiNomor - .. ..... ....tanggal.s ...... . . atau perpanjangannya 
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SLF 
Lampiran b 

Fungsi bangunan gedung 

Jenis bangunan gedung 

Nama bangunan gedung 

Atas nama/pemilik 

    

Lampiran 

LEMBAR GAMBAR BLOCK 
PLAN / SITE PLAN 

Lokasi 

Luas bangunan gedung 

Luastanah 

  CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung 
Laik FungsiNomor : ........ ee tangga...“ atau perpanjangannya. 
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Lampiran 

SLF 
Lampiran c 

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN 
UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 
  

1. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung. 

2. Surat PernyataanfRekomendasi Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 

Gedung. 

3. As-built drawings. 

Fotokopi IMB, atau perubahannya (bila ada), dan alasan lainnya. 

Fotokopi dokumen status hak atas tanah. 

Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung. 

dd 
2» 

Oa 
8 

« . Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi 
khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus). 

8. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir. 

  

CATATAN : Lampranc inisebagai informasibagipemilik/pengguna bangunan gedung untuk proses perpanjangan 
sertifikatlaik fungsibangunan gedung.     
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J. Label SLF (Desain Logo, Ukuran, dan Bahan) 

  

BUPATI/WALIKOTA sen omo. , 

TTD 

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA       
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA asa... 

NOMOR san... TAHUN .... 

TENTANG 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT 

LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN 

PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

“. 

FORMAT KELENGKAPAN TIM 

AHLI BANGUNAN GEDUNG 

A. Bagan Ruang Lingkup Kerja TABG 

- 
  

  

  

  

  

  

  

      

        

    
  

   

    
   

  

      

  

  
    

          

                

  

  

! : PERAN RAurenoman, (5 
PENYELENGGARAAN PEME- STANDARTEKNIS 

RINTAH , 

PERENCANAAN | menekan 
IMB 8G FUNGSI 

aG KHUSUS 
.- BG Fungsi £ 

KHUSUS “pemkaBN - 

t TABG Kota” |” 
BDG KEPENT. -PEMPROV, MN AN 

UMUM DKI JKT 

. 

PEMILIK/ 

PENGGUNA £ 
BG pa PELAKSANAAN MW seczonsos 

MASYA- poso 90een son UN PEN kam 

RAKAT 

- PEMANFAATAN Ku 

— "PELESTARIAN SI 
S1 PENETAPAN 

hal PEMBONGKARAN ? PUTUSAN 

3 

c e 
anti ddaan 13 

DAMPAK PENTING 

KETERANGAN: “70 Gaga mana 
sasa Guk anakan PMANANUbUNOr dal URKANJAN gta YAOS 

DRINK OA Keke Hap patah Han Tang YATS 
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B. Bagan Kedudukan TABG 

  

JA UNA 

  
Oo Mubungan Koniaidval 

TARG Tim ANN Fanguan 
Gedung 

PB Petai 
Bangunan 

CB ben eywen     
C. Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan 

Gedung Untuk Kepentingan Umum 
PEMOHON 

| 

PERS.INST”———— 
AMDAL 

PMB”     
- Data penahan 
- Daya tanah 
» Data tercana bangunan 

Geng 

« Data penyadua pat 

konetruk 

- Runeana tekan 

- Reneana xata 

  

5 | seisayasan | 
Retiihus IMB 

| 

  

  

        
  

   
      

  

  

  

      

  

        

    

        

  

      

      

De ea sip 

enam SL purysanme Ren Non. Panama 
RINTAH! 

KOORDINASI 
PEMDA PEMERIKSAAN PEMERINTAH K PEMDA 

f PENCATATAN PENELITIAN PENILAIAN/ PERSETUJUAN PENGESAHAN | peNERBITAN 
Kotangkapan Pamenuhan EVALUASI Pemenuhan Kelayakan IMB 

Gerai #eerayaratan — (etsyaratan Wohunien 
Pi | antena s tekan Pemamuhan ri tennis yi desotojur 

! 1 Yokunren periyaralan 
jp rencanntrang aa | 

| | 2 (anna 

Bangunan Bangunan 
Ka gedung untuk pedang Konga 

Totan 1 YU kugeralngan Tatan TAP 
. sn Untung (Pemeontaty 

Randa) 

nannakensems DENGAR an ejaan SS monucocobewese seun one cene names aman adan akan anna ..- 

TABG PENDAPAT | PENGKAJIAN | | pemserian pertim. 
: PUBLIK Untuk manyunputkun BANGAN TEKNIS 

kesisunan pemebutan Saran untuk daan 

| persyaratan teknis | eceran 

| 

Tatak 53 pegi (Ya 
Tg Pi 

BN AA 

. 

Halaman-105



« Model Peraturan Bupati/Walikota Tentang 1MB,SLF. TABG & Pendataan Bangunan Gedung 

D. Contoh Keputusan Penugasan/Pengangkatan TABG 

  

NOMOR .....ooooWoWom0ckkanaaann 

TENTANG PENUGASANPENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN 

GEDUNG 
PROVINSI/KABUPATENKOTA...........ooooooWo oma TAHUN s.cctnkaa 

Menimbang: 

    

Mengingat 

GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 

PROVINSIIKABU PATEN/KOTA ennanenannan nana manaaaaaan , 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung 

tahun............. . Khususnya untuk bangunan gedung tertentu 

diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan 

nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah 

Daerah, 

bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan 

profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung 

tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan 

bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan 

bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung: 

bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi 

pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan 

tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan 

untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah'Pemerintah: 

bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian 

pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari Database 

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi'Kabupaten/Kota 

men tenn aan tnnan sanam sanam nana aan Tahun............ serta berdasarkan 

penugasan dari Instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah terkat, 

dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan 

Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..................... Tahun... 

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, pertu 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung: 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 
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Menetapkan : 

Model Peraturan Bupati/Walikota Tentang 1MB,SLF, TABG & Pendataan Bangunan Gedung 

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung: 

4. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Kota..................ooWo. 

Nomor.......... Tahun............... tentang Bangunan 
Gedung: 

S. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Kota...............oooo. 

Nomor......... Tahun............tentang B:entuk Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Provinsi/Kabupaten Kota................ooo. : 

6. Keputusan Gubernur // Bupati/ Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota 

annnnananannanaann an nana nuan anna Nomor............Tahun aa. 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

aras instansi teknis pembina 

penyelenggaraan bangunan gedung). 

1. Surat asosiasiprofesi............................. NOMOF Li... i anakan 

tanggal............... .... tentang Usulan nama-nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.............o.oooo 

2. Surat dari perguruan tINGGi............WoNOMOF 2... 

tanggal........................tentang Usulan nama calon anggota 
Tim 

Ahli Bangunan Gedung 
TAMUN. Lae nnnkannnnnknaaaa 

3. Surat dari masyarakat ahli..........................Nomor : 

tentatantatana tanggal.....................tentang usulan nama- 

nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun............, 

4. Surat darimasyarakat adat........................NOMOF......i...ooo. 

tanggal.......................tentang Usulan nama-nama calon 
anggota 

Tim Ahli Bangunan Gedung 
TAMUN. Lcd nnnan karma anna 

5. Surat dari instaNSi.............................. Nomor: 

anne, tanggal... oo........tentang Usulan nama- 

nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

TARUN. Lo... ena makna 

7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi Kabupaten Kota......................i... Nomor 

peenaeenan KANGGAL.....o.oio.ioni nenen 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINsE 

KABUPATEN / KOTA. London cnnann aan 

TENTANG PENUGASAN PENGANGKATAN TIM AHL.I BANGUNAN 

GEDUNG PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA.............. 

temamen TAHUN... 
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PERTAMA .Menugaskan dan mengangkat nama-nama yang tertera pada Kolom 2, 

dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada 

Kolom 4 Lampiran 1 Keputusanini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
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KEDUA 

  

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

  

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Provinsi/Kabupate 

"sonowam4tttoanun nan aa 

dengan 

kedudukan sesuai 

dengan yang 

Menugaskan dan 

mengangkat nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dengan 

bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada 

Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan 

Gedung tertE!ra pada Kolom 5: 

Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari 

Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap 
Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota: 

a. Pengawas bertugas melakukan pengawa:san terhadap pelaksanaan 

tugas Tim Ahli Bangunan Gedung: 

b. Ketua (ex officio) “bertugas melakukan kordinasi atas seluruh proses 

pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan «3edung, dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota: 

C. Wakil Ketua (ex Officio) bertugas mernbantu Ketua melakukan 

kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan 

Gedung, dan bertanggung jawab kepada setua: 

d. Sekretaris (ex officio) bertugas melakukan dukungan administratif 

dan kelengkapan dalam proses pela Isanaan tugas Tim Ahli 

Bangunan Gedung: 

e.Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah 
DaerahPemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan 

untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan 

gedung tertentu yang dinilai 

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, 

perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan 

Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis 

profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing: 

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 

. (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini: 

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat 

diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) kali 

perpanjangan, apabila ada pertimbangaralasan yang dapat diterima 

untuk menunjang pelaksanaan tugas: 

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila 

ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat 

untuk gugurnya keanggotaan: 

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik 

Uanji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat 

pelantikan, 

Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedun£J diberikan honorarium dan 

tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 

pada Lampiran 2 Keputusan ini: 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 
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Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota..............J.ooooooo 

cg. Dinas... (instansi — teknis pembina 

- penyelenggaraan bangunan gedung): 

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan 

berakhir I (satu) tahun. 

DITETAPKAN DI 

PADA TANGGAL 

. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA insan 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

|. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota................ Jo... 

2. Sekretaris Daerah Provins/KabupatenvKota................oooo 

3. Kepala Dinas............ooooom (nstansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan 

gedung) Provinsi Kabupaten/Kota.............Joooooooo 

4. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Lampiran 1: Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provins'Kabupater/Kota 

Nomor 

Tanggal 

Tentang 

Provinsi/Kabupaten/Kota.............coocoooWoWoooo 

:Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung 

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........... metana ata aan TAHUN. an. 

  z o NAMA UNSUR/ 
INSTANSI 

BIDANG 
KEAHLIAN 
TUPOKSI 

KEDUDUKAN DALAM 
TIM 

PENUGASAN/ 
PENGANGKATAN 

YANG KE 
  

3 4 5 6 
  

O
L
U
N
D
u
y
J
K
 

w
u
»
 

dst           

Pengarah 

Ketua (ex officio) 

Wakil Ketua (ex officio) 

Sekretaris (ex officio) 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota     
  

DITETAPKAN DI 

PADA TANGGAL 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

PROVINSIKABUPATEN/KOTA.. oo... aan 
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Lampiran 2 : Keputusan Gubemur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupater/Kota........................... 

Nomor 

Tanggal 

Tentang : PenugasanPengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi/Kabupaten/Kota ne0nuuauu eta vunaanaunununuaneeranann 

  

  

  

            
  

TAHUN. nc... 

NO. KEDUDUKAN HONORARIUM TUNJANGAN JUMLAH PER 
DALAM TIM PER BULAN PER BULAN BULAN 

(Rp) Rp.) Rp.) 

1 2 3 4 5 
0 

1. | Pengarah 

2. | Ketua 

3. | Wakil Ketua 

4. | Sekretaris 

5. | Anggota 

DITETAPKAN DI 

PADA TANGGAL 

GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 

PROVINSYVKABUPATEN/KOTA.. ae... anna 
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E. Contoh Keputusan Pengangkatan Panitia Pembentukan TABG 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..........oooo........ KEPUTUSAN 

GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA............. 
NOMOR “seo ennnenenannatenanna 

TENTANG 
PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

PROVINSIKABUPATEN/YKOTA......................... TAHUN “esa. co....... 
GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.. oom 

Menimbang a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota........................ Nomor............ Tah 
un . | 

  

«---- tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan 

tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan 

Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung: 

b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan 

proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi 

masyarakat yang berdomisili di 

ProvinsiKabupatemKota...................... F 

C. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli 

Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia 

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung: 

d. bahwa nama-nama pejabat yang tertera pada Kolom 2 Lampiran 

Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia 

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung: 

e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan 

  

dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. 

Mengingat Il. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung: 

3. Peraturan Menteri Pekejaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung: 

4. Peraturan  Daerah/Provins/Kabupaten/Kota..................i.. 

. 
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Menetapkan : 

PERTAMA 

  

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

  

KEENAM 

Nomor.......... Tahun... tentang Bangunan Gedung: 

5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....................i.l... 
Nomor............Tahun............. tentang Bentuk Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat OPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota.......................... 5 

6. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ProvinsiKabupaten/ 

KOta.L.nn dngan naskah Nomor............ Tahun... 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ....................iio.i.i.i.i...l. 

(instansi teknis pembna penyelenggaraan bangunan gedung). 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA PROVINSI/ 

KABUPATEN/KOTA........K.comomnn na TENTANG PENGANGKATAN 

PANITIA” PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEOUNG 

PROVINSI/KABUPATEN/KOYA............ oom. TAHUN............ 

Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provins/Kabupaten/Kota.........................i......yang terdiri atas 

Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini: 

Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses 

pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung: 

Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses 

pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung: hingga tersusunnya Daftar 

Anggota Tim AhliBangunan Gedung : . 

Oalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk 

tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya: 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD 

Provins#Kabupaten/Kota...............oi.ii cg . 

(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung): 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan 

berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung 

sejak tanggal ditetapkan yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan 
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Gedung tersusun sebagai Database Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provins/Kabupater/Kota.........................i Tahun........... 

DITETAPKAN 01 

PADA TANGGAL 

GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 

PROVINSUKABUPATENAS:OTA. oo... 

Tembusan disampailkan kepada Yth.: 

1. Ketua Bappeda Provins/KabupatemKota.................iio.o... 

2. Sekretaris Daerah ProvinsiKabupaten/Kota.......................i. 
3. Kepala DINAS.........oo.ooocWooomod (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan 

gedung) Provinsi!KabupatervKota..........oooooocoooooooo 

4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan. 

    

- 
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Lampran : Keputusan Gubernur/BupatilWalikota Provinsi/Kabupaten'/Kota..............ooooo.. 

Nomor 

. Tanggal 

Tentang : Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provins/Kabupaten/Kota.............. Joo. TAMUN. Lo. 

PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

  

  

  

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........ Drananannnan anna TAHUN... 

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM 
PANITIA 

1 . 2 3 4 
. PENGARAH . ST 

1. Ketua merangkap Anggota 

1)
 

Wakil Ketua merangkap Anggota 

3. Anggota 

Il. PELAKSANA   

  

Ketua merangkap Anggota 

Wakil Ketua merangkap Anggota 

Anggota 

Anggota 

O 
£ 
U
N
 

Anggota 
  HI- | SEKRETARIAT 

| Koordinator 

Anggota 

Anggota 

Anggota   M
w
 N
 

Anggota         
  

DITETAPKAN 01 

PADA TANGGAL 

& GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 
PROVINSIIKABUPATEN/KOTA..........ooooooo Woo 

“ 
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F. Contoh Usulan Nama Pembentukan TABG (Dari Asosiasi Profesi, 

Perguruan Tinggi, Masyarakat Ahli atau Masyarakat Adat) 

  

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

Nomor 

Lampiran 

Kepada 

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/ 

Masyarakat Ahl'Masyarakat Adat 

seesun.Nnama 

lembaga).sinssisare Olenseorss 

Perihal Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi'Kabupaten/Kota...........0....m. como 

  

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ 

KOS. ininire2asanemawenses NONNOT bae rae Tahun............. tentang Bangunan 

Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota 

asosiasi profesi, perguruan tinggi masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, 

yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi/Kabupaten/Kota. ..............o oo. Tanya 

melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk 

dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota NOMOT....iose2012 

TANGGA 22 maen wnaowawa 
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pada lampiran surat ini : 
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a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. 

b. Lembar penjelasan Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan 
. Gedung. 

2. Pengisian formulir terdiri dari : 

- a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan 
Gedung. 

b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 

3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran. 

4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung. 

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
1. (Tanggal) : - (Tanggal) penyampaian surat dokumen pendaftaran oleh 

Panitia 

2D. nnrannnnnnanana TO nnvargnnnnananan pendaftaran dan pemasukan dokumen pendaftaran 
Bh nnnnnoreeraan TO nnanganenannanan proses penilaian oleh panitia 
Go snrnnanennatan TO reranntaanaanan penetapan nama —nama anggota Tim Ahli Bangunan 

Gedung 

  

Bangunan Gedung. 

- Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di : 

" SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM 

AHLI BANGUNAN GEDUNG 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.................. 

Ill nnnnnarnnnnannnnnanann mna 

(Kota) .....oooo5&5&5—0—. 

TEIEPON 2... nc. 

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada 
tanggal... Womm—.. melalui Sekretariat Panitia tersebut di atas. 

  

- 
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Demikian agar rnasyarakat yang berminat dapat mengikuti. 

GUBERNURIBUPATIIWALIKOTA 

" PROVINSIKABUPATEN/KOTA. ooh. 

Tembusan disarnpaikan kepada Yth : 

1. Ketua Bappe!da ProvinsiKabupaten/Kota.....................ii. 

2. Sekretaris D:aerah Provinsi/Kabupaten/Kota............................. 

3. Kepala Dinas................. (instansi teknis pembina penyelenggaraan 

bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.......................... 
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1000 1 
PEMOA ! 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.................. 

Lampiran 1.b. 

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota........................... 

NOMOrF 2 anna tanggal... 
- 

PERSYARATAN CALON ANGGOTA 
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

1. Syarat-syarat Umum. 

a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan. 

b. Terdaftar sebagai penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota penamaan tenan 

Cc. Berkelakuan baik, tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana 

  

kejahatan. 

d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan 

Gedung. 

e. Sehat jasmani dan rohani. 

- f. Bebas narkoba, dan tidak terbukti sebagai pengguna daratau pengedar 

narkoba. 

9g. Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah 

daerah/Pemerintah tidak dalam status dinonaktifkan. 

2. Syarat-syarat Teknis Keprofesian/Kepakaran. 

a. Calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, 

perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat 

ta adat, dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang 

memiliki sertifikat keahlian, memenuhi di antara keahlian di bidang 

bangunan gedung, atau yang terkait dengan bangunan gedung yaitu : 

Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan 

Bidang struktur dan konstruksi 

Bidang mekanikal dan elektrikal 
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b. 

Bidang pertamanan/lanskap 

Bidang tata ruang-dalanvinterior 

Bidang bangunan gedung adat 

Bidang nuklir 

Bidang teknologi informasi 

Lain-ain: .......o 

Pendidikan minimal — berijazah “Sarjana (Strata-1), kecuali ahli bidang 

bangunan gedung adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan 
lainnya dari lembaga adat atau kemasyarakatan. 

3. Syarat-syarat administratif. 

Dokumen Pendaftaran harus dilengkapi : 

a. 

f. 

b 

Cc. 

d 

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 

. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 

Fotokopi KTP Kota.............icooo. 

. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam, atau bentuk penghargaan 
lainnya. , 

Surat penugasan (hanya untuk peserta Pejabat Fungsional Teknik Tata 

Bangunan dan Perumahan). 

Pasfoto 3 em x 4 em sebanyak 2 (dua) lembar. 

Catatan: 

Untuk Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan mendapat penugasan, 
wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut : 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan. 

Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit. 

Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit. 

Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia. 
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“ 

Lampiran 2.a. . 

" Surat Gubernur/BupatiWalikota.................... Provinsi/Kabupaten/Kota............... 

Nomor 2nd tanggal.................... 

SURAT PERMOHONAN 
UNTUK MENJADI 

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Tempat dan tanggal lahir 

Alamat rumah 

mewakli unsur (beri tanda ,./) : 

  

1. Perguruan Tinggi 

Asosiasi profesi 

Masyarakat ahli 

8 
& 

N 

Masyarakat adat 

menyatakan memilikikeahlian di bidang (beri tanda ,./) : 

" 1. Arsitektur bangunan gedung dan perkotaan 

Struktur dan konstruksi 

Mekanikal dan elektrikal 

Pertamanan/lanskap 

Tata ruang-dalanvinterior 

Bangunan gedung adat 

Nuklir 

  

- Teknologi informasi 

SC 
0 
N
D
 

Uu 
A
u
 
N
 

U
S
U
J
U
S
I
U
L
 

uv
Ou
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dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi/Kabupater/Kota...................... 

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen- 

dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut : 

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 

2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 

3. Fotokopi KTP Kota........oooooooo.ooooo... (kota domisili). 
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 

Piagam Penghargaan." 

5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 

(khusus bagi Pejabat Fungsional). 

6. Pasfoto 3em x 4 em sebanyak 2 (dua) lembar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan i ini saya menyatakan : 

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Provinsi/Kabupaten/Kota................o.oo.. TENUN. dna nan 

2. Bersedia di.angkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah 

IWus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 

  

(Materai tempe! Rp. 6.000,-) 

  

(Nama lengkap) 

  

CATATAN :“ Pilih yang sesuai 
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Lampiran 2.b. 

Surat Gubernur/Bupati/Walikota 

Provinsi/Kabupaten/ota............................. Nomor : 

sennannamaennan anna anannan aa tANgGAL........ooooo#WVW2m wanna 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
(Curriculum Vitae) 

  - 

1. UMUM 

(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak) 

Nama 

Tempat dan tanggallahir 

Alamat rumah 

Nomor Telepon Rumah 

Nomor Fax 

e-mail 

Pendidikan Terakhir 

  

2. PENGALAMAN KERJA 

“(Tuliskan nama instans'perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun 

berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugasfungsi dan tanggung 

jawab). 

1. 
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Pasfoto ukuran 3 em x 4 em 

  

      (Nama lengkap) 
  

CATATAN:Apabila halaman initidak cukup, dapat menambahkan dilembar tambahan 
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G. Contoh Usulan Pejabat untuk Duduk Sebagai TABG (Dari PERANGKAT 

DAERAH Terkait) 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA................. 

Nomor - 

Lampiran 

Kepada Yith.: 

1. Kepala Dinas.................. 

2. Kepala Dinas.................. 

  

Be nnnn (instansi terkait lainnya) 

Dian nn one knaannamantan " 

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
Provinsi/Kabupaten/Kota...............oooooooooa nana 

TAhUN......oo kaan 
  

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota............... 
Knananaaaaanan Nomor................ TAMUN.....oooooW tentang Bangunan 
Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan 
pejabat dari instansi Saudara/Dinas................ sebagai anggota Tim Ahli 
Bangunan Gedung ProvinsiKabupaten/Kota.......................... Tahun... 

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada 
tanggal......J..... melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli 
Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota............. dengan alamat :............... 

  

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 

GUBERNUR/BUPATIAWALIKOTA 

PROVINS1/KABUPATEN/KOTA......oo.oo.... keramat 

Tembusan kepada Yitn.: 

1. 

2. 
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H. Contoh Penetapan Nama TABG 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...oro oo... 

KEPUTUSAN GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA PROVINS/KABUPATEN/KOTA..........oooo.. 
NOMOR “oo canatnnanannnnnnaan 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNJIAN GEDUNG 
PROVINSIKABUPATEN/KOTA...........o oo TAHUN 

GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.............oooo. 

Merimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk 

terwujudnya bangunan gedung .yang fungsional, berjatidiri, 

seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta 

diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum: 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal.............. ayat (...... ) Peraturan 

Daerah ProvinsiKabupaten/Kota........................... Nomor........... 

- Tahun......... tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses 

pembentukan Tim Ahli Bangunan GedUing dari unsur-unsur asosiasi 

- profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan masyarakat adat serta 

pejabat fungsional. 

C. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan 

ini telah memenuhi syarat sebagai A.nggota Tim Ahli Bangunan 

Gedung. 

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, c, dan d, perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupat/Walikota. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung: 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung: 

4. Peraturan Daerah'Provins/Kabupaten/Kota...............J.. . 

Nomor.......... Tahun............... tentaniBangunan Gedung: 

5. Peraturan Daerah Provinsi/KabupatervKota..............J.oooo 

Nomor......... Tahun............ tentang Bentuk Susunan Organisasi 
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dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD 

ProvinsiiKabupateriKota...............o.o.o.o.o.oo.ii.. , 
. 6. KeputusanGubemur / Bupati/Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota 

an ananaenannnanananaan alan anna Nomor........... Tahun... tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ...................o.o.i.i.i.i..i. (instansi 

teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung). 

  

Memperhatikan : 1. Surat asosiasi profeSi...............................NOMOF: oo... 
tanggal.............. Dengan tentang Usulan nama-nama calon anggota 
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun......................«.. 

2. Surat dari perguruan tinggi... NOMOF 2 ...c.o nama 

tanggal...................... tentang Usulan nama-nama calon 

anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun... 

3. Surat dari masyarakat ahli........................... Nomor : ... 

tanggal... tentang usulan nama-nama cabn anggota 
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun... 

4. Surat dari masyarakat sadat.........................NOMOF: oo. 

tanggal.......ooo.Wo oo WWW. tentang Usulan nama-nama calon anggota 

Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.................o... 

5. Surat dariinstaNSi......................o.NOMOF: oo. 
tanggal... oo tentang Usulan nama-nama calon anggota 

Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun............ooooo. 

Gan manantennnnnnn aman nnnm kaan 

" 7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

ProvinsiiKabupater/Kota.................. »...... NOMOF ...oooooooo 
. tanggal... Wo Wawa 

| 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI# 

KABUPATENIKOTA....oo...o re... TENTANG PENETAPAN 

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI 

! KABUPATEN / KOTA... 

& TAHUN... 

PERTAMA Nama-nama yang tertera pada Kolom 2 dengan bidang keahliannya 

pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota 

yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai 

Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ProvindKabupatenl 

Kota Loco ananananannannnn TANUN, Lo , 

“ 
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KEDUA Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdaftar dalam Database 
Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan diangkat 
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan: 
KETIGA Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan dihapus dari 

Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang 

bersangkutan telah memenuhi Syarat untuk gugur sesuai dengan 
ketentuan: 

KEEMPAT Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta 
diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan 

tunjangan sesuai d13ngan kemampuan Pemerintah Daerah: 

KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibesbankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) APBD Provins/Kabupaten/Kota.............ooooo.. cg 

bangunan gedung):: 

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbarui 

apabila ada perub:ahan-perubahan yang terkait dengan anggota Tim 

Ahli Bangunan Gedlung. 

DITETAPKAN 01 
PADA TANGGAL 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

PHOVINSIIKABUPATENKOTA........o..ooo& 

Tembusan disampaikan kepada Yih.: 

1. Ketua Bappeda Provinsi/KabupaterKota,..............o.o.o.i.i..l. 

Sekretaris Daerah ProvinsiKabupateniKota........................... 

Kepala Dinas.................se.......linstansi teknis pembina penyelenggaraan 
bangunan gedung) Provinsi/Kabupate/Kota....................i.i..i.i. 

4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Terseleksi. 

»
N
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Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ProvinsiKabupaten/Kota.... ............ 
Nomar 

, Tanggal 

Tentang : Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
- Provinsi/Kabupaten/Kota................iooooooo.ii. TAMUN Lk 

NAMA-NAMA ANGGOTA TJM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

  

  

  

  

              
  

PROVINSUVKABUPATEN/KOTA. TAHUN, oo. 

NO.) NAMA LENGKAP DATA UMUM UNSUR BIDANG IJAZAH 
DAN “ Tempat lahir « Perguruan tinggi | KEAHLIAN TERAKHIR GELAR AKADEmIS | » Tanggallahir “ Asosiasi profesi " Nama 
DLL. . « Alamatrumah | « Masyarakat ahli perguruan tinggi 

« Masyarakat adat » Nama lembaga, 

dsh 1 2 3 4 S 6 

9 

| 

DITETAPKAN DI 

  

PADA TANGGAL 

GUBERNURIBUPATIWALIKOTA 

PROVINSIKABUPATEN/KOTA............oooocoooW. 
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Il. Daftar Anggota TABG 

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNA GEDUN 

  

  

Provinsi : status tanggal , 
Kabupaten/kota : penganggung jawab 

NO NAMADAN | DATA UMUM | UNSUR BIDANG IJAZAH DITETAPKAN STATUS 

" GELAR | KEAHLIAN TERAKHIR SEBAGAI PENUGASAN PEMBERHENTIA 

AKADEMIS DAN TABG SEBAGAI TABG N DARI TABG 

PENGALAM 

AN KERJA 

» Tempat » Perguruan - le Nama 

lahir tinggi perguruan |e Tanggal e Tanggal » Tanggal 

6 Tanggal # Asosiasi tinggi e Alasan 

lahir profesi e Nama 

6 Alamat e Masyarakat lembaga 
rumah Ahli ,dsb. 

» Masyarakat 

adat                     
  

  

  

                  
  
Catatan : untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya. 

J. Kode Etik TABG 

  

& KODE ETIK (JANJI) 
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG 
YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN EFISIEN, SERTA SESUAI DENGAN KONDISI 
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DENGAN DITUTNTUN HATI NURANI YANG 
DALAM, ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN BERJANIJI : 
1. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN KEILMUAN YANG 

DI DASARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SOSIAL, BUDAYA, DAN 
EKONOMI SERTA MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL. 

2. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN TANPA 
TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN, DAN 

5 3. MELAYANI MASYARAKAT SENANTIASA TERBUKA DAN MEMPERTANGGUNG 
JAWABKAN HASIL KERJA. 
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BUPATI/ WALIKOTA 

TTD. 

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA 

    

Halaman - 131 

  
 


